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ABSTRAK 
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Fakultas \Prodi : Syari‟ah dan Hukum Ekonomi Syari‟ah 

Judul : Sistem Proteksi Dan Perawatan Aset Museum di Aceh 

Oleh Instansi Terkait Menurut Konsep Milk Al-Daulah 

(Studi Kasus Museum Aceh dan Museum Tsunami Aceh) 

Tanggal Sidang : 20 Agustus 2026 

Tebal skripsi : 103 Halaman 

Pembimbing I : Prof. Dr. Nurdin Bakri, M. Ag  

Pembimbing II : Dr. Muslem Abdullah, M.H 

Kata Kunci : Sistem Proteksi, Perawatan Aset, Museum Aceh, 

Museum Tsunami Aceh, Milk Al-Daulah 

 

Penelitian ini mengkaji sistem proteksi dan perawatan aset museum di Aceh 

oleh instansi terkait dengan tinjauan konsep milk al-daulah. Museum Aceh dan 

Museum Tsunami Aceh merupakan aset budaya yang berada di bawah 

penguasaan negara dan memiliki nilai historis, edukatif, serta sosial yang harus 

dilindungi dan dikelola secara berkelanjutan. Fokus penelitian ini adalah 

bagaimana upaya pemerintah Aceh dalam perawatan aset Museum Aceh dan 

Museum Tsunami Aceh, Sistem Proteksi Risiko Pada Keberlangsungan 

Perawatan dan Keterjagaan Aset Museum Aceh dan Museum Tsunami Aceh, 

serta Konsep Milk Al-Daulah dalam Perspektif Perlindungan Aset Budaya dan 

Sejarah di Museum Aceh dan Museum Tsunami Aceh. Penelitian ini 

menggunakan pendekatan normatif empiris dengan jenis penelitian deskriptif 

kualitatif. Data diperoleh melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara 

dengan Kepala Seksi Preparasi dan Konservasi Museum Aceh dan Museum 

Tsunami Aceh beserta pihak terkait, serta dokumentasi, kemudian dianalisis 

dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan konsep 

milk al-daulah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem proteksi dan 

perawatan aset pada Museum Aceh dan Museum Tsunami Aceh telah 

dilaksanakan melalui kegiatan perawatan, perlindungan, pelestarian, dan 

pengadaan koleksi sesuai dengan tugas dan fungsi instansi pengelola. Ditinjau 

dari konsep milk al-daulah, aset koleksi museum merupakan harta milik negara 

yang memiliki nilai sejarah, budaya, dan pendidikan sehingga menjadi tanggung 

jawab pemerintah untuk merawat, memelihara, dan melindunginya demi 

kemaslahatan publik. Namun, pelaksanaannya belum berjalan secara optimal 

karena keterbatasan anggaran yang dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Aceh (APBA), sehingga menghambat beberapa program 
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konservasi, pengembangan koleksi, dan peningkatan sistem perlindungan aset 

bahwa pelaksanaan tanggung jawab negara dalam pengelolaan aset publik 

tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan normatif dalam 

undang-undang dan konsep milk al-daulah dengan implementasi pengelolaan 

museum di lapangan.   
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TRANSLITERASI ARAB LATIN 

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan Republik Indonesia 

No: 128 Tahun 1987-Nomor: 0543b/U/1987 

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke 

abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin ialah penyalinan huruf-huruf Arab 

dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya. 

1. Konsonan   

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 

dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan 

dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi 

dengan huruf dan tanda sekaligus. 

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf 

Latin. 

Huruf 

Arab 

Nama Huruf 

Latin 

Nama Huruf 

Arab 

Nama Huruf 

Latin 

Nama 

 Alῑf ا

tidak 

dilamba

ngkan 

tidak 

dilamban

gkan 
 țā‟ Ț غ

te 

(dengan 

titik di 

bawah) 

 ẓa ẓ ظ Bā‟ B Be ة

zet 

(dengan 

titik di 

bawah) 

 „ ain„ ع Tā‟ T Te د

koma 

terbalik 

(di atas) 
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 Śa‟ Ś س

es 

(dengan 

titik di 

atas) 

 Gain G Ge غ

 Fā‟ F Ef ف Jῑm J Je ج

 ‟Hā ح

 

 

ḥ 

ha 

(dengan 

titik di 

bawah) 

 Qāf Q Ki ق

 Khā‟ Kh ر
ka dan 

ha 
 Kāf K Ka ن

 Lām L El ي Dāl D De د

 Żal Ż ر

zet 

(dengan 

titik di 

atas) 

َ Mῑm 
M 

 
Em 

 Rā‟ R Er ْ Nūn N En س

 Zai Z Zet ٚ Wau W We ص

 Sῑn S Es ٖ Hā‟ H Ha ط

 Syῑn Sy ػ
es dan 

ye 
 ء

Hamza

h 
„ Apostrof 

 Șād Ș ص

es 

(dengan 

titik di 

bawah) 

ٞ Yā‟ Y Ye 

 Ḍad ḍ ض

de 

(dengan 

titik di 

bawah) 

    

  

 



 

xiii 

 

2. Vokal 

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal 

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

1) Vokal Tunggal  

Vokal tnggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 ََ  fatḥah A A 

 َِ  Kasrah I I 

 َُ  ḍammah U U 

2) Vokal Rangkap 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

Tanda Nama huruf Gabungan huruf Nama 

... ََ   ْٞ  fatḥah dan yā‟ Ai a dan i 

... ََ   ْٚ  fatḥah dan wāu Au a dan u 

Contoh: 

ًَ                  kataba- وَزتََ       su‟ila- عُئِ

يَ         kaifa- و١َْفَ     ْٛ َ٘  -haula 

    ًَ  żukira- روُِشَ   fa„ala-         فعََ

َ٘تُ       yażhabu-   ٠َزْ
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3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harakat dan 

Huruf 
Nama 

Huruf dan 

Tanda 
Nama 

ا... ََ ...ٜ ََ  fatḥah dan alῑf atau yā‟ Ā a dan garis di atas 

... ْٞ  kasrah dan yā‟ ῑ i dan garis di atas 

 ْٚ ... َُ  ḍammah dan wāu Ū u dan garis di atas 

Contoh: 

 qāla- لَب يَ 

 

ٝ َِ  ramā- سَ

 

 ًَ  qῑla- ل١ِْ

 

يُ  ْٛ  yaqūlu- ٠َمُ

4. Tā’ marbūțah 

Transliterasi untuk tā‟marbūțah ada dua: 

1) Tā‟ marbūțah hidup 

Tā‟ marbūțah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan 

dammah, transliterasinya adalah „t‟. 

2) Tā‟ marbūțah mati 

Tā‟ marbūțah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, 

transliterasinya adalah „h‟. 

3) Kalau dengan kata yang terakhir adalah tā‟ marbūțah itu 

ditransliterasikan dengan ha (h). 
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Contoh: 

ظَخاُلْأغَْفَب يِ  ْٚ  rauḍ ah al-ațfāl-  سَ

                 

َٕ ُّ ٌْ ذ٠َِْٕخاُ  َّ ٌْ سَحاَ َّٛ   -al-Madῑnah al-Munawwarah 

     

ٍْذَخُ      țalḥah-  غَ

 

5. Syaddah (Tasydῑd) 

Syaddah atau tasydῑd yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan 

sebuah tanda, tanda Syaddah atau tasydῑd, dalam transliterasi ini tanda syaddah 

tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang 

diberi tanda syaddah itu. 

Contoh: 

َب ي rabbanā-   سَثَّٕ  nazzala-  ٔضََّ

 al-ḥajj-  اٌذجّ  al-birr-  اٌجشِ  

 َُ   nu„ „ima-  ٔعُِّ

 

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, 

yaitu ( اي ), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata 

sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah dan kata sandang yang diikuti huruf 

qamariyyah. 

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah 

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah ditransliterasikan 

sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /1/ diganti dengan huruf yang sama dengan 

huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. 
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2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah 

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah ditransliterasikan 

sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti 

huruf syamsiyyahi maupun huruf qamariyyah, kata sandang ditulis terpisah dari 

kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang. 

Contoh: 

 ًُ ُ  ar-rajulu- اسّجُ  as-sayyidatu- اع١َِّذحَ

ظُ  ّْ ُُ  asy-syamsu- اشَ  al-qalamu- اٌمٍََ

 al-jalālu- اٌخَلايَُ  al-badῑ„u- اٌجَذ٠ِْعُ 

 

7. Hamzah 

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. 

Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. 

Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan 

Arab berupa alif. 

Contoh: 

َْ رَ  ْٚ أ خُزُ  -ta‟ khużūna ء ْٛ  ‟an-nau-    إٌَّ

َّْ  syai‟un-  ش١َْئ  inna-    إِ

شْدُ  ِِ ُ ًَ  umirtu-  أ  akala-    أوََ

 

8. Penulisan Kata 

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. 

Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim 

dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan 

maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain 

yang mengikutinya. 

Contoh: 

 َٓ اصِل١َْ خ١َْشُاٌشَّ َٛ ُٙ إَّٔبلله ٌَ َٚ           -Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqῑn 
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          -Wa innallāha lahuwa khairurrāziqῑn 

 َْ ١ْضَا ِّ ٌْ ا َٛ ٌْى١ٍََْ اا ْٛ فُ ْٚ  Fa auf al-kaila wa al-mῑzān-       فَأ

         -Fa auful-kaila wal- mῑzān 

ً١ٍِْ ٌْخَ ُُ ا ١ْ َ٘  Ibrāhῑm al-Khalῑl-        إثْشَا

        -Ibrāhῑmul Khalῑl 

َ٘ب شْعَب  ُِ َٚ ب َ٘ جْشَا َِ ُِ اللهِ   Bismillāhi majrahā wa mursāh-        ثِغْ

ٌْج١َْذ للهِ عٍََٝ إٌبّ طِ دِج  ا َٚ         -Wa lillāhi „ala an-nāsi ḥijju al-baiti  

ِٗ عَج١ِْلاا  ِٓ اعْزطََب عَ إ١ٌَْ َِ         -Man istațā„a ilahi sabῑla 

 

9. Huruf Kapital 

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam 

transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti 

apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk 

menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu 

didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf 

awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. 

Contoh: 

يٌ  ْٛ ذٌ إلاَّسَعُ ّّ ذَ ُِ ب  اِ اٚ  -Wa mā Muhammadun illā rasul 

 َّْ اٚ ظِعَ ٌٍَّٕب طِ  إِ ٌطَ ث١َْذٍ  ّٚ أ  -Inna awwala baitin wuḍ i„a linnāsi 

جَب سَوَخا  ُِ  lallażῑ bibakkata mubārakkan- ٌٍَزِّٞ ثجِىََّخَ 

 ُْ ٌْمشُْأ ِٗ ا ْٔضِيَ ف١ِْ َْ اٌَزِٞ أ عَب َِ شُسَ ْٙ    Syahru Ramaḍān al-lażi unzila fῑh al- شَ

Qur‟ānu 

 -Syahru Ramaḍ ānal-lażi unzila fῑhil 

qur‟ānu 

 ِٓ ج١ِْ ُّ ٌْ ٌَمَذْسَاَُٖ ثِب لأفُكُِ ا َٚ  -Wa laqad ra‟āhu bil-ufuq al-mubῑn 

-Wa laqad ra‟āhu bil-ufuqil-mubῑni 
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 َٓ ١ْ ِّ ٌْعَب ٌَ ذُ للهِ سَةِّ ا ّْ ٌْذَ  Alhamdu lillāhi rabbi al-„ālamῑn- ا

 -Alhamdu lillāhi rabbil „ālamῑn 

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam 

tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan 

dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital 

tidak dipergunakan. 

Contoh: 

فْزخٌَ لشَِ  َٚ َٓ اللهِ  ِِ ٠ْتٌ َٔصْشٌ        -Nasrun minallāhi wa fatḥun qarῑb 

١ْعاب ِّ شُ جَ ِْ  Lillāhi al-amru jamῑ„an- للهِ الأ

 ٌُ ١ْ ٍِ ءٍ عَ ْٟ ًِّ شَ اللهُ ثِىُ َٚ  -Wallāhu bikulli syai„in „alῑm 

 

10. Tajwid 

 Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman 

transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. 

Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman 

tajwid. 

Catatan: 

Modifikasi 

1) Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa 

transliterasinya seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama 

lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. 

Contoh: Șamad Ibn Sulaimān. 

2) Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti 

Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya. 

3) Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam Kamus Besar Bahasa 

Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf. 
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BAB SATU 

PENDAHULUAN

 

A. Latar Belakang Masalah  

Kepemilikan dan penguasaan atas negara menjadi salah satu aspek yang 

menentukan proses kekuasaan pemerintahan dijalankan dalam mengatur dan 

mengawasi seluruh asetnya. Pada satu sisi, terdapat masa suatu ketika negara 

dipandang sebagai milik bersama res public, yaitu sebuah entitas yang 

eksistensinya didedikasikan untuk kepentingan seluruh rakyat. Ketika negara 

diposisikan sebagai kekuasaan milik bersama, maka pengelolaan negara dan 

asetnya harus dilakukan secara adil, transparan, bertanggung jawab akan 

menjadi pondasi sistem pemerintahan. Namun pada masa-masa tertentu, negara 

telah mengalami pergeseran makna dan fungsi. Saat negara dianggap milik 

pribadi segala bentuk penyimpanan kekuasaan cenderung dilegalkan demi 

menjaga status penguasaan. 

Dalam fiqh muamalah, harta milik negara atau milk al-daulah dalam 

bentuk aset dengan bentuk kepemilikan lainnya ditetapkan untuk dimanfaatkan 

demi kepentingan umum, dengan pengelolaan yang berbeda di bawah 

wewenang pemerintahan atau pemimpin negara itu sendiri. Pemahaman tentang 

konsep harta tersebut untuk menumbuhkan kesadaran di kalangan masyarakat 

untuk bertanggung jawab atas pemanfaatan harta tersebut bersama-sama. 

Kesadaran bahwa harta yang dimiliki bukan milik pribadi sendiri, juga bukan 

milik bersama, tetapi merupakan titipan dari Allah yang wajib dikelola dengan 

sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab. Setiap orang dapat memiliki 

penguasaan atas harta, baik dengan ketentuan syariat, adat, maupun hukum 

positif.
1
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Dalam sistem ekonomi Islam, milk al-daulah merujuk pada harta atau 

kekayaan yang dimiliki oleh negara dan digunakan untuk kepentingan umum. 

Aset-aset ini memiliki spesifikasi khusus, seperti kepemilikannya tidak 

diperuntukkan bagi individu atau kelompok, melainkan berada dalam 

penguasaan negara demi kemaslahatan masyarakat. Pengelolaannya harus 

dilakukan secara adil, amanah, dan sesuai prinsip syariah oleh pihak yang 

berwenang. Spesifikasi milk al-daulah mencakup sifatnya yang bersifat kolektif, 

penggunaannya untuk kebutuhan publik seperti pembangunan infrastruktur, 

pendidikan, kesehatan, serta pertahanan dan keamanan.
2
 

Para ulama berpendapat mengenai kepemilikan negara atau milk al-

daulah, menurut mazhab Hanafi negara berperan sebagai pengelola yang 

diamanahkan untuk mengatur dan mendistribusikan harta dalam bentuk milk al-

daulah demi kepentingan umat. Dengan demikian, pengelolaan harta milik 

negara harus diarahkan untuk kepentingan umum agar memberikan manfaat 

melalui penggunaan serta pemanfaatan dari harta tersebut. Maka dari itu, negara 

memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan, pemanfaatan, operasionalisasi 

harta hingga pemeliharaan tersebut.
3
 

Menurut mazhab Maliki kepemilikan negara dipandang sebagai 

pemanfaatan harta yang bersifat umum, sehingga tidak boleh dikuasai atau 

dimiliki oleh individu atau suatu kelompok. Negara memiliki tanggung jawab 

untuk memastikan rakyat dapat memanfaatkan harta negara, dan rakyat juga 

memiliki hak untuk mengawasi serta mengkritik terhadap pengelolaan harta 

tersebut, seandainya tidak berjalan sesuai peruntukannya. Mazhab ini juga 

menekankan pentingnya kemaslahatan dalam pengelolaan aset tersebut dan 

negara wajib memastikan seluruh rakyat memperoleh manfaat dari kekayaan 

yang dikelolanya. Demikian juga, pemerintah perlu menetapkan regulasi yang 
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 Mardani, Fikih Ekonomi Islam (Jakarta: Kencana (2012), hlm. 285–287. 
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tegas agar pemanfaatan aset negara dilakukan sesuai ketentuan, sehingga 

penggunaannya dapat berlangsung secara optimal.
4
 

Dalam pandangan mazhab Syafi‟i, prinsip dasar dalam pengelolaan milk 

al-daulah harus dilakukan dengan transparan untuk memastikan penggunaanya 

untuk kesajahteraan masyarakat. Dalam hal ini pemerintah harus berperan 

sebagai pengelola dan bertanggung jawab penuh terhadap aset negara dengan 

menjalankan pengawasan secara berkala, untuk memastikan pemeliharaan 

terhadap aset negara dilakukan secara optimal dan berkelanjutan.
5
 

Menurut mazhab Hanbali, milk al-daulah merupakan harta yang tidak 

dimiliki oleh seseorang secara personal dan menjadi tanggung jawab negara 

untuk mengelolanya demi kepentingan kolektif. Aset-aset tersebut tidak boleh 

dibiarkan tanpa pemanfaatan, dan harus digunakan agar fungsinya dapat 

dirasakan oleh masyarakat luas. Barang milik negara wajib dimanfaatkan untuk 

kepentingan umum dan hanya dapat digunakan atau dikuasai dengan izin dari 

pemerintahan. Mazhab Hanbali juga menegaskan pentingnya pengelolaan dan 

pemanfaatan harta negara secara optimal demi kesejahteraan rakyat. Oleh 

karena itu, pengelolaan aset negara harus dilakukan secara tepat dan 

bertanggung jawab.
6
 

Saat ini harta milik negara memiliki bentuk yang sangat beragam sebagai 

bentuk inovasi dan pengembangan aset milik negara, sehingga dibutuhkan 

aturan yang jelas agar bisa digunakan secara maksimal untuk kepentingan 

masyarakat. Pemerintah sebagai pihak yang berwenang atas harta negara harus 

membuat aturan yang tepat untuksetiap jenis koleksi. Kepemilikan negara 

mencakup berbagai macam harta benda yang tidak termasuk dalam kategori 

                                                           
4
 Nasroen Haroen, Fiqh Mu‟amalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 21. 
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 Anugrah Majid & Abdi Wijaya, "Hak Milik Atas Tanah Perspektif Imam Syafi'i dan 

Imam Ahmad Bin Hanbal", Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab, Vol. 3 No. 1, 

Januari 2022. 
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 Mahli Ismail, Fikih Hak Milik Atas Tanah Negara, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 

2013), hlm. 37. 
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kepemilikan umum, meskipun dalam kondisi tertentu dapat juga dikategorikan 

sebagai harta milik individu. 

Salah satu bentuk inovasi dan pengembangan aset negara dilakukan 

dalam bentuk bangunan museum yang penting untuk penyimpanan berbagai 

benda berharga yang merupakan artefak dan prasasti dan berbagai benda 

bersejarah yang memiliki nilai penting untuk negara dan masyarakatnya, sebagai 

bentuk untuk mengenal sejarah dan berbagai peristiwa masa lalu seperti yang 

terdapat di museum aceh yang banyak menyimpan sarat dengan sejarah dan 

identitas rakyat dalam budaya Aceh. Demikian juga museum tsunami yang 

mengisahkan peristiwa bencana dahsyat tsunami yang melanda Aceh. 

Aset museum bisa termasuk dalam kategori milk al-daulah jika museum 

tersebut dikelola oleh negara atau pemerintah dan tujuannya untuk kepentingan 

umum. Koleksi aset museum yang dimiliki dan dikelola oleh negara tersebut 

milik bersama masyarakat dan harus dipelihara, dilindungi, serta dimanfaatkan 

untuk kemaslahatan bangsa.
7
 

Negara sangat penting mengambil adil dalam menjaga museum ini dan 

harus memastikan seluruh aset dalam museum bebas dari berbagai risiko yang 

dapat terjadi baik dari sisi internal maupun eksternal. Mulai dari risiko fisik 

seperti kerusakan akibat bencana alam, kebakaran, pencurian, pengrusakan, 

kelalaian dalam perawatan, kurangnya pengawasan, dan tindakan destruksi 

lainnya. Dari perspektif milk al-daulah, kelalaian dalam melindungi aset 

tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk tafrit (kelalaian) yang bertentangan 

dengan amanah negara dan prinsip-prinsip syariah. Risiko ini, jika tidak dikelola 

dengan baik, dapat menyebabkan hilangnya nilai histori, budaya dan moral yang 

melekat dalam aset tersebut.
8
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Sistem proteksi yang efektif dan terhindar dari risiko, membutuhkan 

dukungan sarana dan prasarana yang memadai serta pengawasan dari 

pemerintah. Harta milik negara menjadi salah satu aset yang terkandung unsur 

penting dalam mekanisme pelaksanaan dan pelayanan kepada masyarakat dari 

pemerintah. Milk al-daulah dalam bentuk aset harus dilindungi dan dirawat 

secara jelas dengan menetapkan standar pemeliharaan harta milik negara, dan 

pemerintah harus mengatur dalam bentuk regulasi tentang pemanfaatan harta 

milik negara juga dengan bertanggung jawab atas aset tersebut. Perlindungan 

dan perawatan aset museum menurut konsep milk al-daulah untuk menjaga fisik 

aset, memperbaiki jika rusak, serta menyediakan sistem pengamanan yang kuat.
9
 

Hal ini juga telah dijelaskan pada Pasal 18 Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2010 tentang Cagar Budaya yang menjelaskan bahwa benda, bangunan, 

dan/atau stuktur cagar budaya yang bersifat bergerak, baik yang dimiliki oleh 

pemerintah, pemerintah daerah, maupun oleh perseorangan, dapat disimpan dan 

dirawat di museum. Dengan menyimpan cagar budaya di museum, 

pelestariannya dapat dilakukan secara profesional dan keberadaannya dapat 

dimanfaatkan secara luas sebagai sarana edukasi dan pewarisan nilai-nilai 

budaya kepada masyarakat. Dalam Pasal 18 ini juga ditegaskan tentang 

pelestarian cagar budaya yang menjadi tanggung jawab negara dan juga 

masyarakat secara partisipatif, selama tetap memperhatikan prinsip 

perlindungan dan pelestarian sebagaimana diatur dalam undang-undang 

tersebut.
10

 

Ketentuan lebih lanjut mengenai museum diatur dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum. Peraturan ini mengatur 

tentang pendirian, pengelolaan, dan pemanfaatan museum di Indonesia. 

                                                           
9
 Muhammad Fadli Azim, ddk. “Implementasi Kebijakan Pengelolaan Barang Milik 

Negara Berdasarkan Prinsip Hukum Islam di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Baten”, Tasyri‟ 

Journal of Islamic Law, Vol. 4 No. 1, Januari 2025. hlm. 234. 
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Tujuannya untuk mendorong pengelolaan museum yang profesional dan 

berstandar, serta memastikan bahwa koleksi museum dapat dimanfaatkan secara 

optimal untuk keperluan pendidikan, penelitian, dan pengembangan 

kebudayaan. Pengelolaan museum mencakup kegiatan pemeliharaan dan 

pelindungan koleksi, yang memerlukan sarana dan prasarana yang memadai. 

Tanggung jawab pelindungan ini berada di bawah kepala museum, dan setiap 

pihak diwajibkan untuk menjaga serta merawat cagar budaya. Seluruh artefak 

dan benda koleksi yang memenuhi kriteria sebagai cagar budaya harus 

dilindungi secara hukum dan dikelola dengan baik.
11

 

Mengenai pengelolaan barang milik negara terdapat juga dalam 

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik 

Negara/Daerah merupakan regulasi yang mengatur seluruh tahapan pengelolaan 

aset negara dan daerah secara sistematis, mulai dari perencanaan kebutuhan dan 

penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, 

pemeliharaan, hingga pemindahtanganan dan penghapusan. Peraturan ini 

menekankan pentingnya tertib administrasi dan fisik atas barang milik 

negara/daerah, melalui pencatatan yang akurat, pemeliharaan yang 

berkelanjutan, serta pelaporan yang transparan dan akuntabel. Setiap instansi 

pemerintah sebagai pengguna atau pengelola barang diwajibkan untuk menjaga 

dan mempertanggungjawabkan aset yang berada dalam kewenangannya. 

Ketentuan ini menjadi dasar operasional bagi instansi pemerintah dalam 

memastikan bahwa setiap barang milik negara/daerah dikelola secara tertib, baik 

secara administratif maupun fisik, serta terhindar dari risiko kehilangan, 

kerusakan, atau penyalahgunaan.
12

 

Dalam konteks otonomi khususnya di Aceh, Qanun Aceh Nomor 2 

Tahun 2022 tentang Pemajuan Kebudayaan Aceh memberikan kerangka hukum 

                                                           
11

 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum Pasal 3. 
12

 Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara. 
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lokal yang memperkuat perlindungan dan perawatan aset budaya, termasuk yang 

berada di museum. Qanun ini mengatur tentang pelestarian objek pemajuan 

kebudayaan seperti tradisi lisan, manuskrip, serta benda-benda bersejarah yang 

banyak disimpan di museum. Qanun tersebut juga mendorong partisipasi 

masyarakat dan lembaga adat dalam menjaga kekayaan budaya, termasuk 

pengalokasian anggaran daerah untuk perlindungan dan pemeliharaan aset 

museum. Dengan demikian, keberadaan qanun ini melengkapi regulasi nasional 

dan memperkuat kebijakan perlindungan budaya sesuai dengan nilai dan 

kekhasan lokal Aceh.
13

 

Ketentuan pengelolaan aset museum telah diatur dalam beberapa 

regulasi, antara lain Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar 

Budaya, serta Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan 

Barang Milik Negara/Daerah. Selain itu, pengelolaan teknis museum diatur juga 

melalui pedoman dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan 

Teknologi. Namun, pelaksanaan ketentuan tersebut di tingkat daerah, termasuk 

di Museum Aceh dan Museum Tsunami Aceh belum sepenuhnya maksimal 

karena keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, dan koordinasi antar 

instansi. 

Berdasarkan hasil wawancara langsung dengan Nurhawani, Kepala 

Bidang Koleksi di Museum Aceh, diperoleh informasi bahwa koleksi Museum 

Aceh diklasifikasikan ke dalam tiga kelompok besar, yaitu koleksi anorganik, 

organik, dan campuran. Dari klasifikasi tersebut, koleksi kemudian dibagi lagi 

ke dalam sepuluh jenis utama.
14

 

 

 

                                                           
13

 Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pelestarian dan Pengelolaan 

Cagar Budaya. 
14

 Hasil wawancara dengan Nurhawani, kepala bidang koleksi Museum Aceh pada 

tanggal 28 Mei 2025, di Gampong Peuniti, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh. 
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Tabel 1 

Jenis dan jumlah koleksi Museum Aceh 

No. Jenis koleksi Jumlah Koleksi 

1. Geologika 48 

2. Biologika 217 

3. Etnografika 1.869 

4. Arkeologika 366 

5. Historika 380 

6. Heraldika 698 

7. Filologika 1.599 

8. Keramonologika 454 

9. Seni rupa 404 

10. Teknologika 3 

Total  6.038 

Sumber Data: Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Koleksi Museum Aceh 

Nurhawani juga menyampaikan bahwa dari jumlah tersebut, sekitar 600 

koleksi telah menjalani proses digitalisasi, sebagai bagian dari upaya 

pendokumentasian dan pelestarian. Ia menyebutkan bahwa proses ini dilakukan 

secara bertahap dan difokuskan terlebih dahulu pada koleksi-koleksi yang 

dianggap memiliki nilai historis tinggi atau kondisi fisiknya rentan.
15

 

Pengelolaan ribuan koleksi di Museum Aceh dilaksanakan dengan 

mengacu pada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah disusun secara 

internal. SOP ini mencakup pengelolaan, perawatan, hingga pengamanan 

koleksi, dan menjadi pedoman wajib bagi seluruh staf museum dalam 

menjalankan tugasnya. Ia menyebutkan bahwa perawatan rutin dilakukan dua 

kali dalam setahun, terutama dalam bentuk pembersihan fisik untuk menjaga 

kondisi koleksi secara visual. Di sisi lain, aspek keamanan juga telah diperkuat 

                                                           
15

 Ibid.  
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dengan pemasangan CCTV, sistem alarm, dan alat pemadam kebakaran di 

beberapa titik ruang penyimpanan maupun ruang pamer. Upaya ini menjadi 

bagian dari langkah preventif untuk melindungi koleksi dari risiko kerusakan 

maupun kehilangan, sejalan dengan meningkatnya jumlah koleksi yang dikelola 

dan sebagian yang telah memasuki tahap digitalisasi.
16

 

Dari hasil wawancara dengan Nurhawani selaku Kepala Bidang Koleksi, 

mengungkapkan realitas tentang keadaaan koleksi museum Aceh termasuk tata 

kelolanya, hingga saat ini meskipun museum Aceh telah memiliki sarana 

pendukung konservasi, seperti alat pemantauan suhu dan pengaturan 

kelembapan ruangan, pengelolaan koleksi masih menghadapi berbagai kendala 

dalam penerapan konservasi secara optimal. Koleksi berbahan organik seperti 

kayu, kain, dan kertas serta tindakan konservasi preventif yang dilakukan secara 

konservasi agar terhindar dari kerusakan, seperti pelapukan, pertumbuhan jamur, 

perubahan bentuk, maupun penurunan kualitas fisik yang dapat mengurangi 

nilai historis dan estetis koleksi. atau deformasi yang mengurangi nilai estetik. 

Nurhawani juga menyebutkan keterbatasan sumber daya manusia dan teknis 

yang berdampak pada belum optimalnya pelaksanaan SOP. Realitas ini 

tercermin dalam kasus hilangnya koleksi gading gajah yang hingga kini belum 

memperoleh penyelesaian secara hukum.
17

 

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan di Museum Aceh, 

terlihat bahwa beberapa koleksi masih dalam kondisi kurang terawat. Debu 

tampak menempel pada sejumlah benda koleksi, terutama pada bagian yang 

jarang tersentuh. Selain itu, penataan koleksi juga belum sepenuhnya rapi. 

Beberapa barang disusun tanpa desain yang baikdan estetika, bahkan posisi 

penempatannya tampak acak di beberapa area penyimpanan maupun ruang 

pamer, sehingga sangat tidak menarik untuk dinikmati pengunjung. 

                                                           
16

 Ibid. 
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 Ibid.  
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Selanjutnya, berdasarkan hasil wawancara langsung dengan Leni, salah 

satu staf manajemen Museum Tsunami Aceh, terungkap bahwa museum ini 

mengelola sebanyak 729 koleksi  pada tahun 2025 yang sepenuhnya 

didedikasikan untuk mengenang tragedi gempa dan tsunami yang melanda Aceh 

pada tahun 2004. Saleni menjelaskan bahwa sebagian besar koleksi berasal dari 

proses evakuasi pasca-bencana dan meliputi kategori seperti Geografika, 

Historika, Seni Rupa, Teknologika, Keramologika, Filologika, Numismatika, 

Arkeologika, Etnografika, dan Biologika.
18

 

Tabel 2 

 Jenis dan jumlah koleksi Museum Tsunami Aceh 

No. Jenis koleksi Jumlah Koleksi 

1. Geografika 2 

2. Historika 25 

3. Seni Rupa 27 

4. Teknologika 22 

5. Keramologika 246 

6. Filologika 3 

7. Numismatika 43 

8. Arkeologika 0 

9. Etnografika 72 

10. Biologika 3 

Total  729 

Sumber Data: Hasil wawancara dengan staf manajemen Museum Tsunami Aceh 

Leni menyampaikan bahwa sebagian besar aset dan koleksi museum 

sudah terdata secara resmi dan ditampilkan kepada publik. Namun demikian, 

                                                           
18 Hasil wawancara dengan Leni, Staf bidang manajemen koleksi Museum Tsunami 

Aceh pada tanggal 28 Mei 2025, di Gampong Sukaramai, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda 

Aceh. 
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dalam praktik pengelolaannya masih terdapat berbagai kendala serius yang 

berkaitan dengan sistem proteksi dan perawatan koleksi. Menurut beliau, 

kondisi lingkungan di Aceh yang memiliki tingkat kelembaban tinggi serta 

rawan bencana alam menjadi salah satu faktor utama yang mempercepat 

kerusakan koleksi apabila tidak dilakukan perawatan secara rutin. Koleksi 

berbahan kayu, kain, dan kertas dinilai paling rentan, karena sering kali 

mengalami pelapukan, terkena debu, bahkan rusak akibat perubahan suhu dan 

cuaca.
19

 

Leni menjelaskan bahwa Museum Tsunami Aceh sebenarnya telah 

dilengkapi dengan fasilitas keamanan seperti CCTV, alarm, dan alat pemadam 

kebakaran. Namun dari sisi fasilitas pendukung konservasi, museum masih 

menghadapi keterbatasan. Hingga saat ini museum tsunami Aceh belum 

memiliki alat pendeteksi suhu dan pengatur kelembapan ruangan padahal 

koleksi yang dimiliki sangat sensitif terhadap perubahan iklim sehingga belum 

sinergi antara kebutuhan dan realisasi yang dikeluarkan oleh pihak berwenang. 

Tanpa dukungan alat tersebut, koleksi menjadi lebih mudah mengalami 

pelapukan, berjamur, dan penurunan kualitas visual. Leni juga menambahkan 

bahwa beberapa koleksi pernah mengalami kerusakan ringan hingga sedang, 

seperti pemudaran warna, retakan pada kayu, serta keropos akibat faktor 

cuaca.
20

 

Dalam wawancara yang sama, beliau juga menyoroti keterbatasan 

sumber daya manusia yang ahli dalam bidang konservasi. Menurutnya, jumlah 

tenaga teknis yang benar-benar memahami metode perawatan koleksi masih 

sangat terbatas, sehingga tidak semua koleksi dapat ditangani secara optimal. 

Kondisi ini diperburuk dengan keterbatasan anggaran yang dimiliki, khususnya 

                                                           
19

 Ibid. 
20

 Ibid. 
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untuk perawatan koleksi berbasis multimedia yang membutuhkan teknologi dan 

biaya tinggi dalam pemeliharaannya.
21

 

Salah satu hal menarik yang disampaikan Ibu Leni mengenai 

karakteristik khusus dari koleksi tsunami. Beliau mengungkapkan bahwa banyak 

koleksi awalnya ditemukan dalam keadaan tertutup lumpur setelah bencana 

terjadi. Menurutnya, kondisi ini menjadi tantangan tersendiri, karena lumpur 

tersebut justru memiliki nilai autentik yang tinggi sebagai bukti nyata bahwa 

koleksi tersebut benar-benar berasal dari peristiwa tsunami. Oleh karena itu, 

perawatan koleksi tidak dilakukan dengan cara menghilangkan lumpur secara 

keseluruhan. Sebaliknya, keberadaan lumpur dijaga, sambil tetap berusaha 

mempertahankan kondisi fisik benda agar tidak semakin rapuh.
22

 

Realitas di lapangan menunjukkan bahwa sistem penjagaan dan 

perawatan aset pada Museum Aceh dan Museum Tsunami Aceh diduga masih 

menghadapi berbagai persoalan mendasar. Meskipun alokasi dana yang 

disalurkan oleh instansi terkait terbilang cukup besar, terdapat indikasi bahwa 

hasil pemeliharaan koleksi maupun sarana pendukung belum sebanding dengan 

besarnya anggaran yang tersedia. Hal ini terlihat dari adanya koleksi yang 

tampak kurang terawat, fasilitas yang mengalami kerusakan, serta sistem 

penjagaan yang belum berjalan secara optimal. Kondisi ini mengisyaratkan 

adanya kemungkinana ketidakseimbangan nyata dalam proteksi serta perawatan 

aset museum. Dugaan inilah yang mendorong peneliti untuk melakukan kajian 

lebih mendalam melalui penelitian berjudul Sistem Proteksi dan Perawatan 

Aset Museum di Aceh oleh Instansi Terkait Menurut Konsep Milk Al-Daulah 

(Studi Kasus Museum Aceh dan Museum Tsunami Aceh). 
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 Ibid. 
22

 Ibid. 
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B. Rumusan Masalah: 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka masalah 

dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana sistem proteksi terhadap risiko yang diterapkan oleh 

pemerintah untuk perawatan aset Museum Aceh dan Museum Tsunami 

Aceh? 

2. Bagaimana keberlangsungan pemeliharaan yang diterapkan pada aset 

Museum Aceh dan Museum Tsunami Aceh memastikan keterjagaan 

aset? 

3. Bagaimana konsep milk al-daulah dalam perspektif perlindungan aset 

budaya dan sejarah di Museum Aceh dan Museum Tsunami Aceh? 

 

C. Tujuan Penelitian: 

Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk meneliti sistem proteksi terhadap risiko yang diterapkan oleh 

pemerintah untuk perawatan aset Museum Aceh dan Museum Tsunami 

Aceh; 

2. Untuk mengetahui keberlangsungan perawatan yang diterapkan pada 

aset Museum Aceh dan Museum Tsunami Aceh memastikan keterjagaan 

aset; 

3. Untuk menganalisis konsep milk al-daulah dalam perspektif 

perlindungan aset budaya dan sejarah di Museum Aceh dan Museum 

Tsunami Aceh. 

 

D. Penjelasan Istilah: 

Sebelum membahas lebih lanjut, peneliti akan menjelaskan terlebih 

dahulu beberapa istilah dan kata kunci dalam skripsi ini agar lebih mudah 
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dipahami. Hal ini akan membantu pembaca terhindar dari kesalahpahaman saat 

mencoba memahami arti dari penelitian berikutnya. Adapun kata-kata yang 

perlu dijelaskan di sini ialah sebagai berikut:  

1. Sistem Proteksi  

Sistem proteksi terdiri dari dua frasa yaitu sistem dan proteksi. Istilah 

sistem berasal dari bahasa Latin, yakni ”systema”, dan dalam bahsa Yunani, 

”sustema”. Pengertian sistem dapat diartikan sebagai suatu kesatuan yang 

terdiri dari berbagai komponen atau elemen yang saling terhubung dan 

berinterkasi untuk mempermudah kelancaran aliran informasi, materi atau 

energi dalam rangka mencapai tujuan tertentu.
23

 

Sedangkan proteksi adalah suatu mekanisme perlindungan yang 

secara khusus dirancang untuk memberikan jaminan atau bentuk kompensasi 

kepada para karyawan atau pekerja, tanpa mengharapkan imbalan, baik 

secara langsung maupun tidak langsung, yang diterapkan kepada karyawan 

atau pekerja.
24

 

Sistem proteksi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu 

bentuk upaya, kebijakan, dan mekanisme yang diterapakan oleh lembaga-

lembaga tertentu yang berwenang untuk menjaga, melindungi, dan 

mempertahankan aset-aset museum dari kerusakan, kehilangan, pencurian, 

degradasi kualitas, serta ancaman lain baik yang bersifat fisik dan non-fisik, 

sekaligus memastikan nilai sejarah dan budaya yang terkandung di dalamnya 

tetap terpelihara dan dapat diwariskan kepada generasi mendatang 

2. Perawatan Aset  

Menurut buku The Principles for the Preservation and Conservation 

of Library Materials yang ditulis oleh IM. Dureau dan D.W.G Clements, 

                                                           
23

 Erwan Effendy ddk., “Mengenai Sistem Informasi Manajemen Dakwah (Pengertian 

Sistem, Karakteristik Sistem)”, Jurnal Pendidikan dan Konseling, Vol. 5 No. 2, 2023, hlm. 4. 
24

 Rivai Veithzal. Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan (Depok: Raja 

Grafindo Persada, Depok 2014) hlm. 393. 
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perawatan memiliki makna yang lebih luas, mencakup aspek pengelolaan, 

pembiayaan, metode penyimpanan, tenaga ahli teknis, serta tekni-teknik 

yang digunakan untuk menjaga kelestarian informasi dan bentuk fisik bahan 

pustaka.
25

 

Kata aset berasal dari bahasa Inggris yaitu asset juga dalam bahasa 

indonesia diartikan sebagai “kekayaan”. Aset adalah segala sesuatu yang 

memiliki nilai ekonomi dan dapat dimiliki baik oleh individu, perusahaan, 

atau pemerintah, serta dapat diukur secara finansial.
26

 

Adapun perawatan aset yang dimaksud adalah segala bentuk 

tindakan yang dilakukan oleh instansi pemerintah unruk menjaga dan 

merawat aset-aset museum yang merupakan milik negara agar tetap 

terpelihara, berfungsi dengan baik, dan dapat dimanfaatkan untuk 

kepentingan masyarakat. 

3. Instansi 

Instansi merupakan lembaga negara, kementerian, lembaga 

pemerintah nonkementerian, atau pemerintah daerah kabupaten/kota yang 

berwenang mengeluarkan izin, konsesi, atau perizinan berusaha sesuai 

dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
27

 

Instansi yang dimaksud peneliti merujuk kepada lembaga-lembaga 

pemerintah atau pihak resmi yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan, 

perlindungan, dan pelestarian aset museum baik ditingkat daerah maupun 

nasional. 

 

 

                                                           
25

 Komaruddin dan Yooke Tjuparmah S. Komaruddin, Kamus Istilah Karya Tulis 

Ilmiah, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), hlm 15. 
26

 Sri Wahyuni, Rifki Khairudin, Pengantar Manajemen Aset, (Makasar: Nas Media 

Pustaka, 2020), hlm. 1. 
27

 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penerbitan Kawasan dan Tanah 

Terlantar. 
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4. Milk Al-Daulah 

Kata Milk al-daulah berasal dari bahasa Arab yaitu milk dan daulah 

yang berarti milk adalah sesuatu yang dimiliki (harta) sedangkan daulah 

berarti harta milik negara yang manfaatnya diperuntukkan kepentingan 

umum yang diatur dalam perundang-undangan.
28

 Selain itu milk al-daulah 

juga dapat diartikan sebagai kepemilikan dengan hak untuk melakukan 

tindakan berdasarkan wewenang negara. Singkatnya, segala kepemilikan 

negara diatur dan diakui berdasarkan ketutaan hukum yang berlaku.
29

 

Milk al-daulah adalah harta yang ditentukan oleh allah sebagai hak 

seluruh rakyat, dan pengelolaannya menjadi kewenangan pemerintah, yang 

memiliki hak untuk memberikan atau menentukan penggunaannya kepada 

sebagian rakyat berdasarkan kebijakan dan pertimbangan yang dibuat oleh 

pemerintah suatu negara.
30

 

Dalam kaitannya dengan penulisan skripsi, konsep milk al-daulah 

dalam fiqh digunakan oleh penulis sebagai landasan dalam upaya 

perlindungan dan perawatan aset-aset museum di Aceh yang mencakup 

benda-benda bersejarah dan kebudayaan. Aset-aset tersebut termasuk 

sebagai harta milik negara yang wajib dijaga dan dirawat oleh instansi yang 

berwenang, sebagai bentuk tanggung jawab negara dalam menjaga kekayaan 

intelektual, nilai-nilai sejarah, serta identitas bangsa. 

 

E. Kajian Pustaka  

Kajian pustaka dalam penelitian ini disusun untuk memperhatikan posisi 

penelitian dalam ranah keilmuan yang telah ada sebelumnya. Peneliti menelaah 

berbagai literatur dan hasil studi terdahulu guna menjamin bahwa penelitian ini 

                                                           
28

 Nasron Haroen, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 79. 
29

 Abdul Rahman Ghazaly, Fiqh Muamalah (Jakarta: Kenacana, 2020), hlm. 49. 
30

 Ali Akbar, “Konsep Kepemilikan dalam Islam”, Jurnal Ushuluddin Uin-Suska, vol. 

XVIII, No. Juli 2012, hlm. 156. 
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memiliki orisinalitas dan terhindar dari unsur plagiasi, serta tidak tumpang 

tindih dengan riset-riset yang telah dilakukan sebelumnya. Dalam penelusuran 

tersebut peneliti mengidentifikasi sejumlah perbedaan mendasar antara studi ini 

dengan penelitian terdahulu, terutama yang membahas sistem perlindungan dan 

perawatan aset budaya oleh lembaga terkait. Penelitian ini secara khusus 

difokuskan pada penerapan konsep milk al-daulah dalam konteks pengelolaan 

aset museum di Aceh yang belum banyak dibahas secara mendalam dalam 

literatur sebelumnya. Penelusuran ini sekaligus bertujuan memperkaya wacana 

ilmiah mengenai konsep kepemilikan publik dalam perspektif Islam dan 

implementasinya dalam pengelolaan aset kebudayaan. Adapun beberapa 

penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik ini antara lain: 

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Zahrul Fuadi, mahasiswa Fakultas 

Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry tahun 2019 dengan judul “Evaluasi 

Konservasi dan Preservasi Koleksi Manuskrip pada Museum Aceh”. Tujuan 

penelitian ini adalah untuk mengetahui metode konservasi dan preservasi 

manuskrip kuno di museum Aceh serta kendala yang dihadapi dalam 

pelaksanaannya.
31

 

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa konservasi dilakukan secara 

berkala dengan teknik laminasi, fumigasi, dan digitalisasi sederhana. Namun, 

terdapat kendala utama berupa keterbatasan anggaran dan tenaga ahli konservasi 

yang memadai sehingga pelaksanaan konservasi belum optimal sesuai standar 

internasional. 

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa penelitian 

tersebut berkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan oleh penulis. 

Persamaannya terletak pada pokok permasalahan, yaitu membahas upaya 

perlindungan dan perawatan aset museum sebagai bentuk tanggung jawab 

institusi terkait. Adapun perbedaanya terletak pada ruang lingkup dan 

                                                           
31

 Zahrul Fuadi, “Evaluasi Konservasi dan Preservasi Koleksi Manuskrip pada Museum 

Aceh”, Skripsi, (UIN Ar-Raniry, 2019). 
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pendekatan yang digunakan. Penelitian terdahulu yang berfokus pada aspek 

teknis konservasi manuskrip sebagai koleksi museum secara empiris, sedangkan 

penelitian yang penulis lakukan lebih menitikberatkan kajian empiris dan 

konseptual mengenai tanggung jawab negara dalam pengelolaan dan 

perlindungan aset museum berdasarkan konsep milk al-daulah serta relevansi 

dengan regulasi nasional seperti UU Cagar Budaya dan pengelolaan barang 

milik negara. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk menjadi perbanding 

sekaligus pelengkap dalam memperkuat urgensi pengelolaan aset museum 

secara komprehensif baik dari sisi teknis maupun hukum. 

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Nadiaton Fadilla, mahasiswa Fakultas 

Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh pada tahun 2025 dengan judul 

“Kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh pada Pengawasan 

Penambangan Ilegal Menurut Konsep Milk Al-Daulah (Studi Kecamatan 

Geumpang, Pidie)”. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas 

kinerja Dinas ESDM Aceh dalam melakukan pengawasan terhadap praktik 

penembangan ilegal yang terjadi di Kecamatan Geumpang, serta meninjau 

tanggung jawab negara terhadap perlindungan sumber daya alam berdasarkan 

teori milk al-daulah.
32

 

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa yang dilakukan oleh Dinas 

ESDM Aceh masih tergolong lemah, baik dari sisi penindakan maupun dari segi 

koordinasi antar lembaga. Dalam beberapa kasus, aktivitas penambangan ilegal 

tetap berlangsung karena minimnya patroli, lemahnya penegakan hukum, serta 

terbatasnya partisipasi masyarakat dalam proses pelaporan dan pemantauan. 

Berdasarkan prinsip milk al-daulah, negara memiliki kewajiban penuh untuk 

menjaga dan mengelola sumber daya alam demi kemaslahatan umat. Oleh 

karena itu, lemahnya pengawasan dan kurangnya perlindungan terhadap sumber 

                                                           
32

 Nadiaton Fadila, “Kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh pada 

Pengawasan Penambangan Ilegal Menurut Konsep Milk Al-Daulah (Studi Kecamatan 

Geumpang, Pidie)”, Skripsi, (Banda Aceh: FSH, UIN Ar-Raniry, 2025). 
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daya alam merupakan bentuk kelalaian terhadap amanah publik yang semestinya 

dijalankan oleh pemerintah melalui institusi yang berwenang.  

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa penelitian 

tersebut memiliki keterkaitan yang erat dengan penelitian penulis. Persamaanya 

terletak pada fokus utama yaitu mengkaji peran dan tanggung jawab negara 

melalui instansi terkait dalam mengelola dan melindungi aset publik 

berdasarkan konsep milk al-daulah. Adapun perbedaannya, penelitian terdahulu 

lebih menekankan pada aset alam berupa penambangan ilegal yang menjadi 

target pengawas Dinas ESDM, sedangkan penelitian yang penulis lakukan 

berfokus pada perlindungan dan perawatan aset kebudayaan dalam bentuk 

museum yakni museum Aceh dan museum tsunami Aceh oleh instansi yang 

berwenang di bidang kebudayaan. Meskipun berbeda objek kajian kedua 

penelitian tersebut menunjukkan kesamaan dari sisi tanggung jawab negara 

dalam menjaga harta milik publik untuk kemaslahatan bersama.  

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Roza Aprilia, mahasiswa Fakultas 

Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh tahun 2021 dengan judul 

“Eksplorasi Galian Emas Tradisional di Kecamatan Geumpang dan 

Pengendalian Risikonya dalam Perspektif Milk Al-Daulah”.
33

 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis praktik eksplorasi 

emas tradisional yang terjadi di Kecamatan Geumpang, Kabupaten Pidie, serta 

mengevaluasi bentuk pengendalian risiko atas dampak lingkungan dan sosial 

yang ditimbulkan dari aktivitas tersebut, berdasarkan konsep milk al-daulah. 

Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa kegiatan eksplorasi emas tradisional 

banyak dilakukan secara ilegal dan tidak terkendali, sehingga berpotensi 

merusak lingkungan serta mengabaikan hak-hak masyarakat sekitar. Penelitian 

tersebut menegaskan bahwa negara dalam kerangka konsep milk al-daulah 
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 Roza Aprilia, “Eksplorasi Galian Emas Tradisional di Kecamatan Geumpang dan 

Pengendalian Risikonya dalam Perspektif Mīlk Al-Dawlah”, Skripsi, (Banda Aceh: FSH, UIN 
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memiliki tanggung jawab penuh terhadap perlindungan dan pengelolaan sumber 

daya alam yang menjadi milik umum (harta milik negara) untuk kemaslahatan 

umat. Namun pada kenyataannya, peran negara dalam mengawasi dan 

mengendalikan kegiatan eksplorasi ini dinilai masih lemah, baik dari aspek 

penegakan hukum maupun pengelolaan dampak. 

Berdasarkan uraian tersebut, bahwa penelitian terdahulu memiliki 

relevansi dengan penelitian yang penulis lakukan. Keduanya menggunakan 

pendekatan mīlk al-daulah sebagai landasan teoritis untuk mengkaji sejauh 

mana negara menjalankan tanggung jawabnya dalam melindungi aset milik 

publik. Perbedaannya terletak pada objek kajian, penelitian terdahulu berfokus 

pada eksplorasi tambang emas tradisional sebagai aset alam yang dieksploitasi 

oleh masyarakat dan harus dilindungi oleh negara, sedangkan penelitian penulis 

menitikberatkan pada sistem proteksi dan perawatan aset kebudayaan, 

khususnya museum Aceh dan museum tsunami Aceh, yang juga merupakan 

harta milik publik dan memiliki nilai historis serta edukatif. Kedua penelitian ini 

sama-sama menekankan pentingnya kehadiran negara melalui institusi terkait 

dalam menjamin perlindungan dan pengelolaan aset publik secara adil dan 

berkelanjutan. 

 

Keempat, artikel yang ditulis oleh Muhammad Fadli Azim dalam jurnal 

Tasyri‟ Journal of Islamic Law, tahun 2025, dengan judul “Implementasi 

Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Negara Berdasarkan Prinsip Hukum 

Islam di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten”.
34

 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan kebijakan 

pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) di lingkungan UIN Sultan Maulana 

Hasanuddin Banten dilihat dari perspektif hukum Islam, khususnya dalam 

                                                           
34

 Muhammad Fadli Azim, ddk. “implementasi Kebijakan Pengelolaan Barang Milik 

Negara Berdasarkan Prinsip Hukum Islam di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Baten.” Tasyri‟ 

Journal of Islamic Law, Vol. 4 No. 1, Januari 2025. 
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kerangka konsep milk al-daulah. Artikel ini menjelaskan bahwa pengelolaan 

BMN di lembaga pendidikan tinggi negeri masih menghadapi sejumlah kendala, 

di antaranya lemahnya perencanaan aset, keterlambatan pemeliharaan, dan tidak 

optimalnya pemanfaatan barang-barang negara yang tersedia. Dalam kajian 

tersebut ditegaskan bahwa berdasarkan konsep milk al-daulah, setiap aset milik 

negara adalah amanah publik yang wajib dijaga, dikelola, dan dimanfaatkan 

secara profesional dan transparan oleh pihak yang berwenang. Negara 

berkewajiban memastikan agar barang milik umum tersebut memberikan 

manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat serta tidak mengalami kerusakan, 

pemborosan, atau pengabaian fungsi. 

Berdasarkan uraian di atas, penelitian tersebut memiliki relevansi dengan 

penelitian yang penulis lakukan. Kedua penelitian tersebut menyoroti 

pengelolaan aset negara berdasarkan prinsip milk al-daulah sebagai bagian dari 

tanggung jawab syar‟i yang melekat pada institusi pemerintah. Persamaannya 

terletak pada fokus terhadap perlindungan dan pemanfaatan harta milik negara, 

baik dalam bentuk fasilitas pendidikan seperti BMN di UIN SMH Banten 

maupun aset budaya seperti Museum Aceh dan Museum Tsunami Aceh. 

Adapun perbedaannya, penelitian terdahulu berfokus pada tataran kebijakan 

administratif di lingkungan pendidikan tinggi, sementara penelitian penulis 

mengkaji sistem proteksi dan perawatan aset budaya yang memiliki nilai 

historis, edukatif, dan identitas kolektif masyarakat Aceh. Meskipun berbeda 

objek, kedua studi ini memperlihatkan urgensi pengelolaan aset publik secara 

bertanggung jawab dalam bingkai nilai-nilai Islam dan prinsip kemaslahatan 

umat. 

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Nazwa Amalia, mahasiswi Fakultas 

Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh pada tahun 2023 dengan judul 

“Kebijakan Pemerintah Terhadap Pemanfaatan Kembali Bangunan Eks Venue 
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Musabaqah Tilawatil Qur‟an Aceh di Kabupaten Pidie Menurut Konsep Milk 

al-Daulah”.
35

 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji kebijakan pemerintah 

daerah dalam mengelola dan memanfaatkan kembali bangunan eks-venue MTQ 

Aceh sebagai aset publik, serta menilai kesesuaian pengelolaan tersebut dengan 

prinsip milk al-daulah dalam fikih muamalah. Hasil penelitian menunjukkan 

banyak bangunan eks-venue MTQ yang tidak dimanfaatkan secara optimal 

setelah acara selesai. Sebagian dari bangunan terbengkalai dan tidak terurus, 

yang menunjukkan kurangnya strategi jangka panjang dalam perawatan aset. 

Berdasarkan konsep milk al-daulah, negara memiliki tanggung jawab penuh 

dalam menjaga, merawat, dan memanfaatkan harta milik publik untuk 

kemaslahatan umat. Ketidakaktifan pemerintah dalam mengelola bangunan 

tersebut dipandang sebagai bentuk kelalaian terhadap amanah publik dan 

pengabaian terhadap prinsip syariah yang menuntut pemanfaatan aset negara 

secara produktif dan maslahat. 

Berdasarkan uraian di atas, penelitian tersebut memiliki relevansi dengan 

penelitian yang penulis lakukan. Keduanya mengkaji tentang peran dan 

tanggung jawab negara dalam mengelola serta merawat aset publik berdasarkan 

konsep milk al-daulah. Persamaannya terletak pada pendekatan yang digunakan, 

yaitu pemaknaan terhadap kepemilikan negara atas fasilitas umum yang harus 

dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat luas. Adapun perbedaannya, 

penelitian terdahulu berfokus pada aset berupa bangunan eks-venue MTQ yang 

tidak digunakan secara optimal pasca kegiatan, sedangkan penelitian yang 

penulis lakukan menitikberatkan pada sistem proteksi dan perawatan aset 

kebudayaan dalam bentuk museum, yaitu Museum Aceh dan Museum Tsunami 
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Aceh, oleh instansi yang berwenang. Kedua penelitian ini menekankan 

pentingnya peran negara dalam memelihara aset yang termasuk dalam 

kepemilikan umum dan menjaga keberlanjutan fungsinya demi kemaslahatan 

umat. 

 

F. Metodologi Penelitian 

Metodologi penelitian merupakan langkah-langkah sistematis yang 

digunakan peneliti untuk mendapatkan informasi atau data serta mengumpulkan 

data yang telah didapatkan tersebut. Metode penelitian ini menyajikan 

rancangan penelitian secara menyeluruh, mencakup prosedur yang harus diikuti, 

waktu pelaksanaan penelitian, sumber data yang digunakan, serta langkah-

langkah dalam pengumpulan, pengolahan, dan analisis data. Untuk mendapatkan 

data yang benar dan bisa dipercaya, sehingga penelitian bisa dijalankan secara 

rapi dan data yang digunakan terbukti valid, langkah-langkah yang penulis 

tetapkan dalam penelitian ini adalah:  

1. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian merupakan suatu rancangan pengetahuan 

tentang konsep yang akan digunakan dalam riset ini terutama untuk 

memastikan ruang lingkup kajian sebagai upaya untuk menemukan jawaban 

atas pertanyaan yang telah ditetapkan oleh peneliti.
36

  

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan normatif 

empiris berdasarkan rumusan permasalahan yang telah penulis format dan 

tetapkan sebagai core riset. Pendekatan penelitian normatif untuk meneliti  

konsep hukum tentang milk al-daulah yang mencakup pembahasan di 

kalangan ulama fiqh yang penulis gunakan dalam mengkaji sistem proteksi 

dan perawatan aset museum ini, khususnya museum Aceh dan museum 
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tsunami Aceh. Aspek hukum dari milk al-daulah terutama tentang 

resposibilitas pemerintah dalam pengawasan dan pengelolaan museum.  

Konsep milk al-daulah sebagai aspek normatif dalam  ketentuan fiqh 

muamalah yang mengatur tentang tanggung jawab negara dalam menjaga dan 

mengelola harta milik publik, sehingga akan dikaji disparitas antara 

kewajiban syar‟i dalam menajaga amanah aset publik dengan realitas 

pelaksanaan proteksi dan perawatan aset museum Aceh dan museum tsunami 

Aceh.  

Sedangkan aspek empiris yang digunakan menitikberatkan pada 

pengumpulan data yang konkret mengenai instansi terkait di Aceh, 

khususnya Dinas Kebudayaan dan lembaga pengelola museum, menjalankan 

sistem proteksi dan perawatan terhadap aset-aset Museum Aceh dan Museum 

Tsunami Aceh. Pendekatan ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran 

faktual mengenai implementasi kebijakan dan tanggung jawab hukum dalam 

pengelolaan aset publik. 

2. Jenis Penelitian  

Pada penulisan karya ilmiah ini, penulis menggunakan kategori 

qaulitative reseach dengan jenis penelitian analisis deskriptif yang 

merupakan suatu metode yang bertujuan untuk menganalisis serta mencari 

solusi terhadap permasalahan aktual maupun potensial berdasarkan gambaran 

dari fenomena yang terjadi, yang dilihat dan didengar dari hasil penelitian 

baik di lapangan maupun teori, serta buku-buku terkait dengan pembahasan 

tersebut.
37

 

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang  

museum Aceh dan museum tsunami Aceh terutama dalam relevansinya 

dengan sistem pemeliharaan yang diterapkan oleh pemerintah sebagai pihak 
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otoritas yang bertanggung jawab sepenuhnya terhadap pengelolaan dan 

pengawasan aset yang ada dalam museum Aceh dan museum tsunami Aceh. 

3. Sumber Data  

Sumber data merupakan suatu subjek atau pihak yang menjadi asal 

diperolehnya data yang digunakan sebelum proses penelitian dilakukan untuk 

mendukung kelancaran pelaksanaan penlitian serta menjamin 

keberhasilannya. Dalam hal ini data yang diperlukan dalam penelitian peroleh 

dua jenis sumber, yaitu:
38

 

a. Data Primer 

Data primer merupakan informasi yang diperoleh secara 

langsung dari sumber utama di lokasi atau objek yang menjadi fokus 

penelitian. Data primer dalam penelitian ini adalah data yang 

dikumpulkan melalui penelitian lapangan (field research) dengan 

menggunakan metode wawancara mendalam (in-depth interview) dan 

dokumen lapangan.
39

 

Adapun data primer yang dibutuhkan dalam penelitian ini 

diperoleh melalui wawancara secara tatap muka dengan pihak-pihak 

tertentu, terutama pihak pengelola dan perawatan koleksi museum Aceh 

dan museum tsunami Aceh yang dianalisis menurut fiqh muamalah. 

Melalui penelitian ini diharapkan akan memperoleh data yang valid dan 

akurat. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang diperoleh bukan secara 

langsung dari objek atau sumber utama, melainkan melalui pengolahan 

atau pengumpulan dari sumber lain yang sudah ada sebelumnya, dan juga 
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mendapatkan data atau informasi tambahan yang mampu memperkuat 

data pokok.
40

 

Adapun sumber sekunder terdiri dari berbagai sumber yang 

dikategorisasikan sesuai data yang terpakai untuk menuntaskan karya 

ilmiah ini sehingga mendapat hasil yang valid. Di antara buku-buku yang 

dipakai sebagai bahan sekunder yaitu fiqih Muamalah yang ditulis oleh 

Nasroen Haroen, hasil penelitian terdahulu, jurnal ilmiah, skripsi, serta 

berbagai referensi lain yang berkaitan dengan sistem proteksi dan 

perawatan aset museum di Kota Banda Aceh.  

4. Teknik Pengumpulan Data 

Data merupakan kumpulan informasi dasar dari suatu hal yang 

diperoleh melalui proses observasi yang dapat diolah menjadi suatu 

informsi, data ini hasil pencatatan oleh peneliti baik dalam bentuk angka 

maupun faktual.
41

 Untuk memperoleh data dan informasi yang valid dan 

reliabel, penulis menggunakan dua teknik pengumpulan data, yaitu 

wawancara (interview), dan dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data. 

Adapun data yang digunakan sebagai berikut: 

a. Wawancara (interview) 

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data 

yang dilakukan melalui proses tanya jawab yang dikerjakan dengan 

sistematik dengan dasar permasalahan, tujuan, serta hipotesis penelitian. 

Wawancara yang digunakan dalam penelitian dilakukan dengan 

menggunakan bentuk guide interview yaitu wawancara terstruktur 

dengan memanfaatkan daftar pertanyaan penulis sendiri untuk mendapat 

data primer tentang sistem proteksi dan perawatan aset museum di Aceh 
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oleh instansi terkait. Untuk memperoleh data objektif, maka penulis 

melakukan wawancara kepada pihak pengelola Museum Aceh dan 

Museum Tsunami Aceh.
42

 

b. Dokumentasi  

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data kualitatif 

yang dilakukan dengan menelaah dokumen-dokumen dari berbagai 

catatan tertulis yang berasal dari lembaga yang menjadi objek 

penelitian.
43

 Dokumentasi berguna untuk mengumpulkan data berupa 

data tertulis mengenai hal-hal penting yang perlu untuk menjaga 

kebenaran dalam penelitian ini. penulis mengumpulkan dokumen-

dokumen internal yang relevan seperti laporan tahunan, SOP (Standar 

Operating Procedure) perawatan dan konsevasi koleksi, rencana kerja 

yang menunjukkan upaya perlindungan aset secara sistematis dan 

dokumentasi foto kondisi koleksi museum Aceh dan museum tsunami 

Aceh.  

5. Langkah-Langkah Analisis Data 

Langkah analisis data adalah proses memproses data yang sudah 

dikumpulkan agar bisa menjawab masalah yang sudah dinyatakan dalam 

rumusan masalah, menggunakan data yang benar dan tidak memihak. Dalam 

penelitian ini, proses analisis data dilakukan dengan mengikuti beberapa 

tahapan berikut: 

a. Mengumpulkan data melalui observasi langsung di Museum Aceh 

dan Museum Tsunami Aceh, wawancara dengan pihak pengelola 

museum serta instansi terkait, serta dokumentasi kebijakan 

perlindungan aset museum yang ada di Aceh. 
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b. Menelaah data hasil wawancara, dan dokumentasi untuk mengetahui 

sejauh mana sistem proteksi dan perawatan aset museum telah 

dijalankan, serta bagaimana peran instansi pemerintah dalam 

implementasinya. 

c. Menganalisis data berdasarkan konsep milk al-daulah, dengan 

mengkaji sejauh mana pengelolaan aset-aset museum sebagai bagian 

dari harta negara (milk al-daulah) telah sesuai dengan prinsip-prinsip 

syariah, termasuk tanggung jawab negara dalam melindungi aset 

publik. 

d. Penyajian data dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif 

analisis guna memudahkan pemahaman serta memperoleh keabsahan 

dan kebenaran faktual dari hasil penelitian. 

6. Pedoman Penulisan  

Teknik penulisan dalam penelitian ini berpedoman pada Buku 

Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam 

Negeri Ar-Raniry Banda Aceh edisi revisi tahun 2019, Kamus Besar Bahasa 

Indonesia (KBBI), serta Al-Qur‟an dan terjemahannya yang diterbitkan oleh 

Kementerian Agama Republik Indonesia. Di samping itu, penulis juga 

merujuk pada literatur-literatur ilmiah yang relevan dengan kajian konsep 

milk al-daulah, pengelolaan aset publik dalam perspektif Islam, serta 

regulasi tentang perlindungan dan perawatan aset museum di Indonesia. 

Berdasarkan pedoman tersebut, penulis berupaya menyusun dan 

menyajikan penelitian ini secara sistematis, objektif, ilmiah, serta mudah 

dipahami, sesuai dengan kaidah penulisan akademik yang berlaku di 

lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-

Raniry Banda Aceh. 
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G. Sistematika penulisan  

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini disusun untuk 

mempermudah proses penulisan dan pemahaman terhadap isi skripsi. Struktur 

penulisan dibagi ke dalam empat bab utama, di mana setiap bab terdiri dari sub-

bab yang saling berkaitan dan membentuk satu kesatuan pembahasan yang utuh. 

Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut: 

Bab Satu berisi pendahuluan yang memberikan gambaran umum tentang 

pembahasan dari skripsi ini. Bab ini memuat latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, 

metodologi penelitian, dan sistematika penulisan. 

Bab Dua, adapun dalam bab ini membahas tentang pengertian dan 

konsep milk al-daulah dan dasar hukumnya, bentuk-bentuk milk al-daulah dan 

penguasaanya, pendapat ulama tentang pemanfaatan milk al-daulah dan sistem 

perlindungan atas aset negara, otoritas pemerintah pada perlindungan milk al-

daulah sebagai aset negara, bentuk-bentuk sistem proteksi atas milk al-daulah 

dan efektifitasnya atas perlindungan aset negara 

Bab Tiga membahas tentang hasil penelitian yang penulis lakukan di 

lapangan, yaitu mengenai gambaran umum tentang museum Aceh dan museum 

tsunami Aceh, upaya pemerintah Aceh dalam perawatan aset museum Aceh dan 

museum tsunami Aceh, sistem proteksi risiko pada keberlangsungan perawtan 

dan keterjagaan aset museum Aceh dan museum tsunami Aceh, konsep milk al-

daulah dalam perspektif perlindungan aset budaya dan sejarah di museum Aceh 

dan museum tsunami Aceh. 

Bab Empat adalah bagian penutup, yaitu berisi rangkuman kesimpulan 

dari seluruh pembahasan yang dijelaskan hingga menjadi hasil penelitian serta 

saran-saran terkait dengan penelitian dan penulisan tersebut. 
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BAB DUA 

SISTEM PROTEKSI PADA PENGELOLAAN MILK AL-DAULAH 

SEBAGAI ASET NEGARA  

 

A. Pengertian Milk Al-Daulah dan Dasar Hukumnya 

Milk al-daulah merupakan istilah yang merujuk pada hak kepemilikan 

negara atas suatu objek tertentu baik yang berada di dalam wilayah kekuasaan 

maupun di luar batas kedaulatannya. Kepemilikan ini mencerminkan peran 

negara sebagai pengelola yang bertanggung jawab dalam mengatur, menjaga, 

dan memanfaatkan hak-hak tersebut demi tercapainya kesejahteraan dan 

ketertiban masyarakat secara menyeluruh. Selain itu, negara juga memegang 

peran penting dalam merumuskan kebijakan dan aturan yang mengatur 

penggunaan serta pengelolaan kepemilikan tersebut sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku. Secara literal milk al-daulah terdiri dari dua kata, yaitu milk  dan  

daulah yang masing-masing memiliki makna tertentu. Untuk memberikan 

pemahaman yang lebih jelas mengenai istilah tersebut, penulis akan 

menjelaskan arti dari kata “milk” dan “daulah”. 

Secara etimologi, kata “milk” merupakan kata yang berasal dari bahasa 

arab (ملك) berarti milik. Arti dalam KBBI ini selaras dengan arti “milik” yaitu: 

kepunyaan atau peruntukan.
44

 Sedangkan kata al-milk  yang ditulis oleh Nasrun 

Haroen yaitu suatu kepemilikan dalam bentuk harta.
45

 Selanjutnya dalam kamus 

al-Munjid fi al-Lughati wa al-I‟lām karta Louis Ma‟luf al-Yassu‟i menjelaskan 

bahwa Milk merupakan berarti kepemilikan atas suatu benda yang memberikan 

kebebasan untuk mengelola dan memanfaatkannya secara mutlak, serta 

tanggung jawab atas kepemilikan tersebut.
46
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Sedangkan secara terminologi, para ulama memberikan definisi dan juga 

pakar hukum tentang al-milk. Milk adalah bentuk hubungan kepemilikan 

seseorang dengan harta yang diakui secara syara‟, yang digunakan dan 

dimanfaatkan sebagai wujud otoritas atas harta tersebut, serta memberikan 

kebebasan dalam melakukan tindakan hukum sesuai dengan kebutuhannya.
47

 

Menurut Wahbah Az-Zuhaili, al-milk adalah bentuk kepemilikan 

terhadap harta, yang tidak boleh diambil atau dimanfaatkan oleh pihak lain. serta 

memberikan hak penuh kepada pemiliknya untuk melakukan tasharruf selama 

tidak terdapat halangan yang ditetapkan oleh syara‟.
48

 

Menurut Al-Qarafi, al-milk merupakan ketetapan hukum syara‟ atas 

suatu benda atau harta yang diakui secara sah, sehingga memungkinkan pihak 

yang menguasainya untuk memanfaatkannya dan memberdayakannya sesuai 

dengan ketentuan kepemilikan yang dimilikinya.
49

 

Beberapa definisi menyatakan bahwa ketika suatu objek berada dalam 

penguasaan seseorang, hak atas objek tersebut sepenuhnya melekat padanya, 

sehingga pihak lain tidak memiliki wewenang untuk bertindak, menguasai, atau 

memanfaatkannya tanpa izin. Pemilik memiliki kebebasan dalam melakukan 

tindakan hukum atas hartanya, seperti jual beli, hibah, wakaf, meminjamkan 

kepada pihak lain, serta bentuk perbuatan hukum lainnya. 

Kepemilikan atas harta merupakan bentuk pengakuan hukum terhadap 

benda yang berada dalam penguasaan seseorang berdasarkan dasar legalitas 

yang jelas. Kepemilikan tersebut memiliki kekuasaan tersendiri untuk 

menggunakan atau memanfaatkan sesuatu tidak bertentangan dengan aturan 

syara‟. 
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Kata al-daulah secara etimologi berasal dari bahasa arab yaitu dari kata 

 yang mempunyai arti sebagai negara, pemerintah, kerajaan dan (دٌٚخ)

kekuasaan.
50

 Sedangkan secara terminologi al-daulah mengacu pada kekuasaan 

atau kewenangan untuk melakukan sesuatu atas kewenangan negara. Maka hak 

dan kewajiban atas barang-barang yang merupakan milik negara di atur sesuai 

dengan peraturan negara tersebut.
51

 

Berdasarkan definisi yang telah dijelaskan diatas, istilah milk  diartikan 

sebagai kepemilikan atas sesuatu sedangkan daulah berarti negara. Maka milk 

al-daulah dapat dipahami sebagai kepemilikan negara yang merupakan hak 

seluruh kaum muslimin. Pengelolaan terhadap harta milik negara tersebut 

menjadi tanggung jawab dan wewenang khalifah berdasarkan otoritas yang 

dimilikinya untuk mengatur serta mengelola harta yang termasuk dalam 

kepemilikan negara.
52

 Milk al-daulah mencakup kekayaan publik yang 

keberadaannya dimaksudkan untuk kepentingan umum, baik berupa sumber 

daya alam maupun aset budaya dan sejarah. Aset-aset tersebut, seperti museum 

dan koleksi di dalamnya, berada di bawah pengelolaan instansi terkait yang 

bertanggung jawab untuk menjaga, memelihara, dan mengatur pemanfaatannya 

agar tetap dapat digunakan secara optimal oleh masyarakat. Pada pelaksanaanya, 

pengelolaan aset museum di aceh merupakan penerapan milk al-daulah dalam 

menjaga kepemilikan publik sekaligus mendukung keberlanjutan fungsi sosial 

dan budaya dari harta negara tersebut.
53

 

Landasan mengenai kepemilikan harta yang terdapat di muka bumi 

disebutkan dalam Al-qur‟an surat Al-baqarah ayat 284 yang berbunyi: 

 ِٗ ُْ ثِ ُٖ ٠ذَُبعِجْىُ ْٛ ْٚ رخُْفُ ُْ اَ ْٔفغُِىُ ْْٟٓ اَ ب فِ َِ ا  ْٚ ْْ رجُْذُ اِ َٚ ب فِٝ الْاَسْضِِۗ  َِ َٚ دِ  ٰٛ ّٰ ب فِٝ اٌغَّ َِ  ِ ْٓ ٠َّشَبۤءُ لِِلّه َّ ٌِ ُِۗ ف١ََغْفِشُ  اللّه

ءٍ لَذ٠ِْشٌ  ْٟ ًِّ شَ ٝ وُ ٍٰ ُ عَ اللّه َٚ ْٓ ٠َّشَبۤءُِۗ  َِ ةُ  ٠عَُزِّ َٚ٤٨٢۝  
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Artinya: “Kepunyaan Allah-lah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada 

di bumi. Dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu atau 

kamu menyembunyikan, niscaya Allah akan membantu perhitungan 

dengan kamu tentang perbuatanmu itu. Maka Allah mengampuni siapa 

yang dikehendakinya-Nya dan menyiksa siapa yang dikehendaki-Nya 

dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.” (Qs. Al-Baqarah [2]: 284) 

Ayat tersebut menjelaskan bahwa segala sesuatu yang berada di langit 

dan di bumi sepenuhnya menjadi milik Allah SWT. Dia-lah yang menciptkan, 

menguasi, dan mengatur seluruh ciptaan-Nya. Tiada satu pun hal yang dapat 

disembunyikan seorang di dalam hatinya melainkan allah mengetahuinya. 

Kemudian Allah akan menghisap setiap amal perbuatan manusia di bumi dan 

memberikan balasannya pada akhirat kelak.  

Hal serupa mengenai kepemilikan juga dijelaskan dalam ayat lain seperti 

firman Allah SWT dalam surah al-Ma‟idah ayat 120: 

ءٍ لَذ٠ِْشٌ  ْٟ ًِّ شَ ٝ وُ ٍٰ َٛ عَ ُ٘ َٚ  
َِّۗٓ ِٙ ب ف١ِْ َِ َٚ الْاسَْضِ  َٚ دِ  ٰٛ ّٰ ٍْهُ اٌغَّ ُِ  ِ ٤٢٨۝لِِلّه  

 

Artinya: “Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di 

dalamnya dan dia maha kuasa atas segala sesuatu.” (Q.S Al-Ma‟idah 

[5]: 120) 

 

Ayat tersebut menjelaskan bahwa sesungguhnya seluruh yang ada di 

langit dan di bumi sepenuhnya merupakan milik Allah. Segala harta yang 

dimiliki manusia pada hakikatnya hanyalah amanah yang dipercayakan untuk 

dijaga dan dikelola dengan baik. Oleh karena itu, hanya Allah pemilik mutlak 

semesta. Ini berarti hak kepemilikan manusia baik terhadap harta pribadi 

maupun harta negara sebatas pemanfaatan dan pengelolaan yang harus sesuai 

dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah sebagai pemilik alam 

semesta.
54

 Allah juga membenarkan mengambil faedah dari pada harta itu untuk 

memenuhi keperluan dan memperbaiki hidupnya. Faedah tersebut berdasarkan 
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syarat bahwa manfaat itu hendakalah selaras dengan kepentingan masyarakat 

setempatnya. Maka dari itu, menjalankan kewajiban sebagai wakil yang 

menjaga harta dengan penuh tanggung jawab dan dengan sadar bahwa harta itu 

digunakanuntuk tujuan yang benar. Status manusia bertindak sebagai khalifah 

terdapat dalam firman Allah SWT yaitu Al-Qur‟an surat Al-Baqarah ayat 30: 

اِرْ لَبيَ سَث هَ  ٠غَْفِهُ اٌذِّ َٚ َٚ ب  َٙ ْٓ ٠ فْغِذُ ف١ِْ َِ ب  َٙ ًُ ف١ِْ ا ارَجَْعَ ْْٓٛ  لَبٌُ
١ْفَخاِۗ ٍِ ًٌ فِٝ الْاسَْضِ خَ ْٟ جَبعِ ىِٕىَخِ ِأِّ

ٍٰۤ َّ ٍْ ٌِ ُٓ َٔذْ َٚ بۤءَ   َِ
 َْ ْٛ ُّ ب لَا رعٍََْ َِ  ُُ ْْٟٓ اعٍََْ طُ ٌهََِۗ لَبيَ أِِّ ٔمَُذِّ َٚ ذِنَ  ّْ   ٤٣۝ ٔغَُجِّخُ ثِذَ

Artinya: (Ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “Aku 

hendak menjadikan khalifah di bumi.” Mereka berkata, “Apakah 

Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan 

darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan 

nama-Mu?” Dia berfirman, “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang 

tidak kamu ketahui.” 

 

Secara tabiat manusia sangat tertarik dan butuh harta benda, karena itu 

Allah menciptakan harta benda itu sendiri, lalu memberikannya kepada manusia 

sebagai khalifah di bumi, agar bisa dipergunakan untuk kebaikan dan 

kemakmuran hidup. Adapun beberapa harta tertentu yang karena sifat dan 

peruntukannya menjadi milik negara dan dikelola untuk kepentingan umum. 

Pengelompokan kekayaan yang dimiliki negara dengan kekayaan yang dimiliki 

individu sangat penting agar tidak ada seseorang yang menguasai kekayaan 

secara berlebihan sehingga dapat menghindari dampak negatif yang bisa terjadi, 

baik pada tingkat individu maupun sosial.
55

 

 Al-Qur‟an tidak sepenuhnya menjelaskan tentang pembagian atas harta. 

Namun terdapat hadist yang menjadi landasan tentang kepemilikan harta yang 

diriwayatkan oleh Ibnu Majah yaitu: 

 ُ َٟ اللَّّ ِٓ عَجَّبطٍ سَظِ ْٓ اثْ َْ شُشَوَبءُ فِٟ للََاسٍق عَ ٛ ُّ ٍِ غْ ُّ ٌْ ق ا َُ عٍََّ َٚ  ِٗ ُ ع١ٍََْ ِ لٍََّٝ اللَّّ ْٕٗقُ لبَيَق لَبيَ سَعُٛيُ اللَّّ  عَ

. َٞ ٌْجَبسِ بءَ ا َّ ٌْ ٌَ. لَبيَ أثَُٛ عَع١ِذٍق ٠عَِْٕٟ ا ُُٕٗ دَشَا َّ لَ َٚ إٌَّبسِق  َٚ ق  ٌْىَلََِ ا َٚ بءِق  َّ ٌْ ا
56
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Artinya: Dari Ibnu Abbas RA, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu 

„AlaihiWasallam bersabda, “orang-orang muslim saling memiliki hak 

yang sama dalam tiga hal, (yakni) air, rumput liar dan api, 

memperdagangkannya adalah haram”. Abu Sa‟id berkata: yang 

dimaksud adalah air yang mengalir. (HR. Ibnu Majah). 

 

Hadis tersebut menjelaskan kepemilikan individu atas air, padang 

rumput, dan api dinyatakan haram karena ketiganya merupakan sumber daya 

yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat luas. Namun, makna harta milik umum 

tidak terbatas pada tiga kategori yang disebutkan dalam hadist tersebut, 

melainkan mencakup segala sesuatu yang menyangkut kepentingan bersama. 

Ketentuan ini ditetapkan agar tidak menimbulkan kerugian sosial akibat 

penguasaan individu yang menghalangi masyarakat dalam memanfaatkannya. 

Dengan demikian, harta milik umum tidak boleh dikuasai oleh perorangan, 

kecuali jika pengelolaanya berada di bawah kewenangan negara. 

Di sisi lain, negara tetap memilik hak dan kewajiban dalam mengatur 

kepemilikan harta sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar tidak timbulnya 

sengketa dikemudian hari. Terhadap harta atau hak milik yang diperuntukkan 

bagi kepentingan bersama, seperti koleksi-koleksi museum. Negara bertanggung 

jawab penuh untuk melakukan perlindungan, pengelolaan, dan perawatan secara 

berkelanjutan dan digunakan untuk kesejahteraan sosial seluruh warga negara.  

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa milk al-daulah 

atau kepemilikan negara yang bersumber dari al-Qur‟an, Hadist, serta riwayat 

para sahabat Rasulullah SAW. Dasar-dasar tersebut menegaskan bahwa islam 

tidak hanya mengakui hak milik perseorangan atas suatu harta, tetapi juga 

mengakui bentuk kepemilikan bersama atau kolektif dikenal dengan istilah 

sebagai milk al-daulah, yaitu kepemilikan yang berada di bawah wewenang 

negara. 
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B. Bentuk-bentuk Milk Al-Daulah dan Penguasaannya 

Dalam pandangan Islam, Setiap individu memiliki hak melekat untuk 

memperoleh dan menguasai harta benda, meskipun pada hakikatnya seluruh 

harta adalah milik Allah. Oleh karena itu, kepemilikan dalam Islam dipahami 

sebagai amanah yang diberikan dan bukan hak mutlak tanpa batas. Islam 

menegaskan bahwa seluruh aktivitas manusia, termasuk kegiatan ekonomi, 

harus selaras dengan prinsip-prinsip Syariah. Ajaran Islam juga mengatur tata 

cara perolehan dan pemanfaatan harta. Dalam sistem ekonomi Islam membagi 

kepemilikan ke dalam tiga bentuk, yaitu kepemilikan individu, kepemilikan 

umum, dan kepemilikan negara.
57

 

Kepemilikan individu (al-milkiyah alfardiyah) adalah kepemilikan 

pribadi merujuk pada penguasaan atas sumber daya atau aset tertentu yang 

memberi wewenang kepada pemiliknya untuk menggunakan aset tersebut serta 

memperoleh manfaat darinya. Imbalan yang diterima dapat berasal dari 

pemanfaatan aset oleh pihak lain, misalnya melalui akad sewa, ataupun dari 

penyusutan nilai intrinsik aset itu sendiri.
58

 

Kepemilikan umum (al-milkiyah al- ‟ammah) merujuk pada harta atau 

aset yang menjadi milik bersama dan tidak diperkenankan untuk dikuasai secara 

individu. Walaupun setiap orang memiliki hak untuk memanfaatkan sumber 

daya tersebut, penguasaan secara pribadi atasnya tidak dibenarkan.
59

 Kategori 

kepemilikan ini meliputi sumber daya strategis seperti air, hutan, energi, dan 

hasil tambang dalam jumlah besar, seperti emas, perak, dan logam lainnya. 
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Selain itu, fasilitas publik seperti jalan, sungai, jembatan, dan laut juga masuk 

dalam kategori ini. 

Kepemilikan negara (al-Milkiyah al-daulah) adalah Aset yang tidak 

termasuk dalam kategori kepemilikan pribadi maupun kepemilikan publik, tetapi 

secara khusus berada di bawah tanggung jawab negara untuk dimanfaatkan bagi 

kesejahteraan masyarakat secara luas. Contohnya meliputi pajak serta berbagai 

sumber penerimaan negara yang dialokasikan untuk membiayai kepentingan 

umum. Dalam praktik saat ini, kepemilikan publik dan kepemilikan negara 

kerap dipersatukan karena keduanya dikelola oleh pemerintah, baik pada tingkat 

pusat maupun daerah.
60

 

Dalam perspektif fiqh muamalah, harta milik negara pada hakikatnya 

adalah titipan dari Allah SWT yang diperuntukkan bagi kepentingan seluruh 

umat. Negara melalui pemimpinnya, baik kahlifah maupun pemerintah memiliki 

kewanangan untuk mengelola serta menyalurkan harta tersebut demi 

kemaslahatan bersama, tanpa membedakan suku, ras, maupun agama. 

Kewenangan ini didasarkan pada prinsip ijtihad dan kebijakan negara yang 

bertujuan mewujudkan keadilan sosial.
61

 

Dari sisi bentuknya kepemilikan dalam islam terbagi menjadi tiga jenis 

utama:
62

  

1. Milk al-„ain (milk al-raqabah): merupakan kepemilikan atas substansi atau 

zat suatu benda secara langsung, baik terhadap benda tidak bergerak seperti 

berbagai jenis barang lainnya. 

2. Milk al-manfa‟ah: yaitu kepemilikan yang hanya memberikan hak untuk 

menggunakan atau mengambil manfaat dari suatu benda tanpa memiliki 

bendanya secara penuh. Contohnya pada pemanfaatan barang pinjaman, 

                                                           
60

 Ali Akbar, “Konsep Kepemilikan dalam Islam”, Jurnal Ushuluddin Uin Suska, Vol. 

XVIII, No. 2 Juli 2012, hlm. 136. 
61

 Ibid., hlm. 135. 
62

 Hariman Surya Siregar, Fikih Muamalah, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), 

hlm. 55. 



38 

 
 

harta wakaf, serta sumber daya alam yang termasuk kepemilikan umum 

seperti air tanah, yang penggunaannya diperbolehkan bagi masyarakat sesuai 

aturan yang ditetapkan negara demi kepentingan bersama. 

3. Milk al-dayn: merupakan bentuk kepemilikan yang timbul karena adanya 

hubungan utang piutang, misalnya harta yang dipinjamkan kepada pihak lain 

atau penggantian atas kerusakan suatu barang. Dalam konteks ini, harta 

pengganti tersebut menjadi hak milik sepenuhnya bagi pihak yang 

memberikan uang. 

Secara menyeluruh, konsep tersebut menunjukan bahwa harta milik 

negara dalam islam tidak hanya sebagai kekayaan ekonomi, tetapi sebagai 

amanah sosial yang pengelolaanya menjadi tanggung jawab negara. Kewajiban 

negara untuk mendistribusikan harta tersebut kepda masyarakat secara adil dan 

merata demi tercapainya kesejahteraan bersama, tanpa membedakan latar 

belakangan sosial maupun agama. Oleh karena itu, kepemilikan harta tidak 

semat-mata berkaitan dengan hak individu, tetapi juga membawa tanggung 

jawab sosial yang besar dalam rangka mewujudkan keadilan dan kemaslahatan 

umat. 

 

C. Pendapat Ulama tentang Pemanfaatan Milk Al-Daulah dan Sistem 

Perlindungan atas Aset Negara 

Kepemilikan negara adalah harta yang ditetapkan oleh Allah SWT 

sebagai hak seluruh kaum muslim atau rakyat, sedangkan pengelolaaanya 

menjadi wewenang khalifah atau pemerintah. Negara berhak memberikan atau 

mengkhususkan pemanfaatannya kepada sebagian masyarakat sesuai dengan 

ijtihad atau kebijakan yang ditetapkan. Makna pengelolaan oleh pemerintah ini 

menunjukkan adanya kekuasaan yang dimiliki untuk mengatur, mengelola, dan 

menjaga harta tersebut. Kepemilikan negara meliputi berbagai jenis harta benda 

yang tidak termasuk dalam kategori kepemilikan umum (al-milkiyyah 
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al‟ammah), namun dalam kondisi tertentu juga dapat berkaitan dengan 

kepemilikan individu (al-milkiyyah al-fardiyyah). Dengan demilikan 

kepemilikan negara (al-milkiyyah al-dawlah) pada dasarnya merupakan bagian 

dari kepemilikan publik, tetapi hak pengelolaanya berada di tangan pemerintah 

sebagai pihak yang bertanggung jawab.
63

 

Konsep milk al-daulah dalam hukum islam merujuk pada kepemilikan 

negara atas harta yang diperuntukkan bagi kepentingan umum. Para ulama 

sepakat bahwa aset dalam kategori ini tidak boleh dimiliki secara pribadi, 

melainkan harus dikelola oleh negara sebagai amanah untuk mewujudkan 

kemaslahatan masyarakat luas. 

Al-Kailani berpendapat bahwa harta milik negara adalah harta yang 

dimilii oleh seluruh umat dan pengelolaanya ditujukan untuk kepentingan 

umum. Ini mencakup semua kekayaan yang terdapat di permukaan dan di dalam 

bumi wilayah negara tersebut. Kepemilikan negara sebagai kepemilikan umum 

berhubungan erat dengan nilai guna dari benda-benda tersebut yang harus 

bermanfaat bagi semua orang tanpa diskriminasi dan bertujuan untuk 

menciptakan kesejahteraan sosial.  

Menurut Wahbah Zuhaili definisi yang paling tepat, yaitu hak milik 

adalah suatu ikhtishash (kekhususan) terhadap sesuatu yang dapat mencegah 

orang lain untuk menguasainya dan memungkinkan pemiliknya untuk 

melakukan tasharruf terhadap sesuatu tersebut sejak awal, kecuali ada 

penghalang syar‟i.
64

 

Pemanfaatan aset negara hanya dibenarkan apabila memberikan manfaat 

bagi masyarakat dan tidak menimbulkan kerugian terhadap kepentingan umum. 

Pemanfaatan tanpa izin dari otoritas yang sah dinilai tidak sesuai dengan prinsip 
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syariah, karena aset negara merupakan milik kolektif umat, bukan milik 

individu. Perlindungan terhadap aset negara merupakan bagian dari tanggung 

jawab pemerintah. Dalam perspektif milk al-daulah, negara wajib menjaga aset 

tersebut dari kerusakan, penyalahgunaan, maupun eksploitasi yang berlebihan. 

Perlindungan ini mencakup upaya preventif seperti pengawasan dan 

pengendalian, serta upaya represif berupa penegakan hukum terhadap 

pelanggaran yang terjadi. 

 

D. Otoritatif Pemerintah pada Perlindungan Milk Al-Daulah sebagai Aset 

Negara 

Otoritas pemerintah dalam perlindungan milk al-daulah sebagai aset 

negara pada dasarnya bersumber dari kedudukan negara sebagai pemegang 

kekuasaan atas kekayaan negara yang harus digunakan sebesar-besarnya untuk 

kesejahteraan rakyat sebagimana ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar 

Negeri Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 ayat (3), yang berbunyi “Bumi, 

air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan 

dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”
65

 Amanat 

konstitusional ini kemudian diwujudkan dalam rezim hukum keuangan dan 

kekayaan negara, antara lain melalui Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 

tentang Keuangan Negara Pasal 3 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 

tentang Perbendaharaan Negara yang menegaskan bahwa saluruh kekayaan 

negara yang dikelola oleh pemerintah merupakan bagian dari keuangan negara 

yang wajib dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, 

efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab.
66

  

Dalam konteks barang milik negara/daerah (BMN/BMD) yang dalam 

perspektif fiqh dapat dikategorikan sebagai milk al-daulah, pengaturan teknis 
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kewenangan pemeritah dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 

Tahun 2014 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Peraturan ini menegaskan bahwa 

pengelolaan BMN/BMD mencakup seluruh tahapan, mulai dari perencanaan 

kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemenfaatan, hingga 

pengamanan dan pemeliharaan, penilain, pemindahtanganan, pemusnahan, 

penghapusan, penatausahaan, serta pembinaan, pengawasan, dan 

pengendalian.
67

 Cakupan tersebut menunjukan bahwa otoritas pemerintah 

bersifat menyeluruh tidak hanya terbatas pada penggunaan aset, tetapi juga 

mencakup kewajiabn untuk melindungi dan mengamankannya dari risiko 

kehilangan, penyalahgunaan maupun pengalihan yang tidak sah. 

Pada tataran daerah, kewenangan pemerintah daerah atas milk al-daulah 

yang berwujud barang milik daerah bersumber dari atribusi Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
68

 Undang-undang ini 

memberikan hak sekaligus kewajiban kepada pemerintah daerah untuk 

mengelola kekayaan daerah sebagai bagian integral dari pelaksaan otonomi 

daerah. Ketentuan tersebut selanjutnya dijabarkan dalam berbagai peraturan 

pelaksana, salah satunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 

2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan BMD yang merumuskan bahwa 

pengelolaan BMD mencakup seluruh siklus kegiatan, mulai dari perencanaan 

kebutuhan dan penganggaran, pengadan, penggunaan, penghapusan, hingga 

penatausahaan serta pembinaan, pengawasan, dan pengendalian. Dengan 

demikian, secara normatif pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk 

mengatur, memanfaatkan, sekaligus mengamankan aset daerah melalui 
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instrumen administrasi, penerbitan serta penerapan sanksi administrasi sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
69

 

Berdasarkan landasan normatif tersebut dapat ditegaskan bahwa bentuk 

perlindungan barang milik negara dibawah instansi yang berwenang. Pemerintah 

pusat maupun daerah memiliki kewajiban konstitusional dan legal untuk 

melindungi aset negara dan daerah dari segala bentuk penguasaan, pemanfaatan, 

dan pengelolaan yang tidak sesuai guna menjamin perlindungan dan 

keberlangsungan aset negara, mempertahankan nilai dan fungsi aset negara serta 

menjamin penglolaan aset negara secara tertib dan bertanggung jawab. Hal ini 

bertujuan agar harta publik tetap berada dalam penguasaan negara dan 

dimanfaatkan secara optimal demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sejalan 

dengan Undang-Undang Negara Tahun 1945 sebagaimana terdapat dalam Pasal 

33.
70

 

 

E. Bentuk-bentuk Sistem Proteksi atas Milk al-Daulah dan Efektifitasnya 

atas Perlindungan Aset Negara 

Milk al-daulah atau kepemilikan negara dalam perspektif fiqh muamalah 

merupakan hak seluruh kaum dengan kewajiban pengelolaan harta ini menjadi 

tanggung jawab dan wewenang khalifah berdasarkan prinsip keadilan, 

transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi agar masyarakat mendapatkan manfaat 

dari harta tersebut. Dalam praktik modern, perlindungan atas milk al-daulah 

dilakukan melalui dua bentuk sistem proteksi yaitu: 

1. Proteksi normatif hukum 

Proteksi normatif hukum merupakan penetapan aturan yang jelas 

mengenai status, tujuan, dan tata kelola harta negara, mulai dari 

perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pengawasan hingga pengendalian 
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aset, dengan prinsip keadilan, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan 

orientasi pada kepentingan publik.
71

 Proteksi ini menegaskan bahwa aset 

negara tidak boleh diperjualbelikan atau dimanfaatkan untuk mencari 

keuntungan pribadi, melainkan diarahkan bagi kesejahteraan masyarakat 

luas, misalnya melalui pemanfaatan aset daerah atau dana bantuan 

negara untuk pelayanan publik yang merata dan adil. 

Efektivitas proteksi normatif hukum terlihat dari konsistensi 

penerapan peraturan dan prosedur yang ada. Indikator keberhasilan 

proteksi ini mencakup kepatuhan aparatur pemerintah terhadapa regulasi, 

keberlangsungan audit dan laporan transparan, serta adanya peraturan 

yang jelas dan kopmprehensif. Proteksi normatif hukum dianggap efektif 

jika aturan yang ada benar-benar mampu mencegah penyalahgunaan 

harta negara dan memastikan bahwa aset negara digunakan untuk 

kesejahteraan masyarakat 

2. Proteksi manajeral operasional 

Proteksi manajeral operasional yakni rangkaian mekanisme 

pengendalian internal dan tata kelola teknis agar milk al-daulah terjaga 

secara faktual di lapangan. Ini mencakup sistem inventarisasi yang 

akurat, manajemen aset berbaisi teknologi untuk memudahkan 

pelacakan, penjadwalan pemeliharan rutin, dan peningkatan sarana 

pengawasan seperti CCTV serta kontrol akses agar tidak hilang, rusak, 

atau disalahgunakan. Karena itu, dibutuhkan penguatan kepatuhan 

melalui pelatihan aparatur, penegakan disiplin, peningkatan transparansi 

laporan, serta audit dan evaluasi berkalu agar penggunaan aset negara 

baik berupa barang fisik, kawasan, maupun dana bantuan selalu selaras 

dengan prinsip milk al-daulah dan bener-benar dirasakan manfaatnya 

oleh masyarakat. 
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Adapun efektivitas sistem proteksi dalam perlindungan aset negara 

dapat diukur melalui beberapa indikator yang mencerminkan 

keberhasilan implementasi pengelolaan aset secara hukum dan 

opearsional. Indikator pertama adalah tingkatan kepatuhan aparatur 

terhadap regulasi yang berlaku. Kepatuhan ini menjadi dasar dalam 

menjamin perlindungan hukum atas aset negara, sehingga dapat 

mencegah terjadinya sengketa maupun kehilangan aset.
72

  

Indikator kedua adalah terjaganya kondisi fisik dan nilai guna aset 

negara. Hal ini dapat dilihat dari adanya pemeliharaan aset secara berkala 

serta pemanfaatan aset yang sesuai dengan peruntukannya, sehingga 

tidak terjadi penurunan kualitas maupun aset yang terbengkalai. 

Pengelolaan yang optimal juga memastikan bahwa aset negara dapat 

memberikan manfaat secara maksimal bagi masyarakat.
73

 

Indikator ketiga adalah menurunnya tingkat pelanggaran dalam 

pengelolaan aset negara. Hal ini berkaitan dengan efektivitas sistem 

pengawasan dan pengendalian yang mampu meminimalisir 

penyalahgunaan aset, baik oleh pihak internal maupun pihak eksternal. 

Pengawasan yang baik akan tercermin dari berkurangnya temuan 

pelanggaran dalam audit serta meningkatnya tindak lanjut atas temuan 

tersebut.
74
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BAB TIGA 

IMPLEMENTASI SISTEM PROTEKSI DAN PERAWATAN ASET 

MUSEUM DI ACEH OLEH DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 

MENURUT KONSEP MILK AL-DAULAH 

 

A. Gambaran Umum tentang Museum Aceh dan Museum Tsunami Aceh 

1. Gambaran Umum Museum Aceh 

Museum Aceh merupakan salah satu pusat pelestarian warisan budaya 

yang berlokasi di Jln. Sultan Alaidin Mahmudsyah No. 12 Desa Peuniti 

Kecamatan Baiturrahman, Banda Aceh. Museum Aceh dibangun dengan tanah 

seluas 1 H 8 m².
75

 Museum ini merupakan museum umum yang mengelola 

beragam koleksi yang terbagi ke dalam sepuluh jenis, yaitu geologika, 

biologika, etnografika, arkeologika, historika, numismatika, filologika, 

keramologika, seni rupa dan teknologika. Museum Aceh terdapat beberapa 

bangunan terdiri dari Rumoh Aceh, perpustakaan, ruang kepala, tata usaha, 

gedung pameran tetap, auditorium, laboratorium,  dan gedung pameran temporer 

atau pameran khusus. 

Bangunan utama Museum Aceh adalah Rumoh Aceh yang berbentuk 

rumah tradisional khas Aceh, dahulu rumah ini digunakan sebagai tempat 

tinggal masyarakat. Rumah ini terdiri atas tiga bagian yang dipisahkan oleh 

binteh (dinding). Bagian depan berupa seuramoe keue (serambi depan) pada 

masa lalu ruang ini difungsikan sebagai ruang penerimaan tamu.
76

 Di bagian 

tengah terdapat dua ruang yaitu juree (kamar tidur) di kanan serta pelaminan di 

sisi kiri juga terdapat virtin yang memamerkan koleksi keramik dari Eropa dan 

Cina serta perlengkapan ibadah. Sementara itu, bagian seuramoe likot (belakang 

rumah) berfungsi sebagai dapur yang berisi berbagai perlengkapan memasak, 
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peralatan pembuatan emas, permainan anak-anak, serta di sekitarnya terdapat 

peralatan pertanian dan pertukangan.
77

 

Selain itu, Museum Aceh memiliki gedung pameran tetap yang terdiri 

atas empat lantai. Lantai pertama yang disebut Bustan Bumi, menampilkan 

koleksi batuan, flora serta fauna di Aceh. Pada lantai kedua dikenal sebagai 

Bustan As-salatin, terdapat alat berburu, mata pencaharia, serta sejarah 

kesultanan dan masuknya islam di Aceh, dilengkapi dengan koleksi pendukung 

lainnya. Lantai ketiga atau Bustan As-Syuhada menampilkan koleksi 

etnografika serta kisah perjuangan rakyat Aceh melawan Kolonial Belanda. 

Sementara itu, lantai keempat memamerkan koleksi tekstil, perlengkapan 

menginang (tempat sirih), serta pakaian adat dari berbagai etnis di Aceh lengkap 

dengan perhiasannya. Pada jalur keluar pertama terdapat ruang koleksi 

filologika, heraldika, dan numismatika, sedangkan pada jalur keluar kedua di 

lantai dasar ditambahkan koleksi lukisan dari malaysia serta koleksi baru 

lainnya.
78

 

Di samping gedung pameran tetap, Museum Aceh juga memiliki gedung 

pemeran temporer yang menggabungkan unsur arsitektur tradisional dan modern 

untuk memenuhi kebutuhan fungsionalnya.
79

 Selain itu, terdapat pula gedung 

auditorium yang mengadaptasi bentuk bangunan tradisional Badan Gading, yang 

pada masa lalu digunakan sebagai dewan perwakilan rakyat. Secara 

keseluruhan, bangunan-bangunan di Museum Aceh, baik yang lama maupun 

yang baru, merupakan perpaduan arsitektur tradisonal dengan penyesuaian 

terhadap fungsi masing-masing. 
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2. Gambaran Umum Museum Tsunami Aceh  

Museum Tsunami Aceh merupakan represesntasi sejarah bencana yang 

merekam dan merepresentasikan peristiwa gempa bumi dan tsunami Aceh tahun 

2004 sebagai salah satu tragedi kemanusiaan terbesar di indonesia. Museum ini 

didirikan dengan tujuan untuk mengenang para korban, menjadi sarana edukasi 

kebencanaan, serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya 

mitigasi dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana. Museum Tsunami Aceh 

berlokasi di Jln. Sultan Iskandar Muda No. 3, Sukaramai, Kecamatan 

Baiturrahman, Kota Banda Aceh, dan dilengkapi dengan media informasi resmi 

yang dapat diakses melalui Website yaitu museumtsunamiaceh.@gmail.com. 

Bangunan Museum Tsunami ini sebelumnya bekas Dinas peternakan 

Aceh yang kemudian di bangun Museum Tsunami Aceh. Museum ini khusus 

dibangun di atas lahan seluas 10.000 m² dengan melibatkan berbagai pihak di 

antaranya Badan Rehabilitas dan rekontruksi (BRR) NAD-Nias sebagai 

penyedia anggaran pembangunan, serta Kementrian Energi dan Sumber Daya 

Mineral (ESDM) yang membiayai perencanaan, penyedia koleksi museum dan 

pedoman pengelolaan museum. Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh 

Darussalam (NAD) sebagai penyedia lahan dan pengelola museum. Museum 

Tsunami Aceh diresmikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 

tanggal 23 Februari 2009 dan mulai dibuka untuk umum pada tahun 2011. 

Museum ini dibangun pada tahun 2007 memiliki luas lahan 10.000 m² 

dengan luas bangunan mencapa 2.500 m² per lantai yang terdiri dari empat 

lantai yang terletak di ibukota Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yaitu Kota 

Banda Aceh dengan anggaran dana 140 milyar. Jadwal kunjungan museum 

berlangsung setiap hari pukul 09.00 hingga 16.00 WIB. Harga tiket masuk 

ditetapkan sebesar Rp.5.000 dan Rp.10.000 untuk wisatawan mancanegara. 

Adapun pemilik Museum Tsunami Aceh (Nomenkltur Pemda dan Dinas) 

dimiliki oleh Pemerintah Aceh, sedangkan pengelolaanya berada di bawah 

mailto:museumtsunamiaceh.@gmail.com
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Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh, saat ini jumlah sumber daya manusia 

yang terlibat dalam pengelolaan museum mencapai 46 orang. Koleksi yang ada 

pada Museum Tsunami Aceh hampir selurunya merupakan barang yang 

dihibahkan oleh masyarakat Aceh dan dari para relawan asing yang ikut 

membantu pasca tsuanami Aceh tahun 2004. Koleksi ini berjumlah 729 item 

yang mencakup berbagai kategori, seperti geologika, biologika, etnografika, 

historika, numismatika, filologika, keramologika, seni rupa, teknologika, 

arkeologika. 

 

B. Upaya Pemerintah Aceh dalam Perawatan Aset Museum Aceh dan 

Museum Tsunami Aceh 

Upaya perawatan aset museum merupakan bagian penting dari tanggung 

jawab pemerintah daerah dalam menjaga warisan budaya dan sejarah. Dalam 

konteks Provinsi Aceh, pengelolaan dan perawatan aset pada Museum Aceh dan 

Museum Tsunami Aceh tidak hanya berkaitan dengan aspek pelestarian benda 

bersejarah, tetapi juga menyangkut fungsi edukasi, pariwisata, dan memorial 

kolektif masyarakat. Berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-

undangan, seperti Undang-Undang tentang Cagar Budaya, pemerintah daerah 

memiliki kewajiban untuk melakukan perlindungan, pengembangan, dan 

pemanfaatan terhadap aset budaya secara berkelanjutan. Perawatan tersebut 

mencakup pemeliharaan fisik bangunan, konservasi koleksi, serta pengelolaan 

sistem informasi dan layanan publik yang mendukung fungsi museum sebagai 

pusat pembelajaran.  

Dalam pelaksanaannya, Pemerintah Aceh melalui Dinas Kebudayaan 

dan Pariwisata memiliki peran utama sebagai pengelola teknis Museum Aceh 

dan Museum Tsunami Aceh. Upaya perawatan dilakukan secara berkala melalui 

kegiatan pemeliharaan rutin, seperti pembersihan koleksi, pengendalian suhu 

dan kelembapan ruangan, serta perbaikan fasilitas yang mengalami kerusakan. 
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Pada Museum Tsunami Aceh, misalnya, perhatian khusus diberikan pada sistem 

teknologi interaktif yang menjadi bagian dari konsep museum modern. 

Pemerintah juga melakukan kerja sama dengan tenaga ahli konservasi untuk 

memastikan bahwa benda-benda bersejarah tidak mengalami kerusakan akibat 

faktor lingkungan maupun usia.  

Namun, pelaksanaan perawatan aset museum masih menghadapi 

berbagai kendala, khususnya berkaitan dengan keterbatasan anggaran dana 

sumber daya manusia. Keterbatasan tersebut berdampak pada belum optimalnya 

pelaksanaan konservasi sesuai dengan standar pengelolaan museum, sehingga 

beberapa bentuk perawatan masih difokuskan pada kegiatan pemeliharaan rutin 

dibandingkan tindakan konservasi yang bersifat preventif maupun kuratif. 

Berdasarkan hasil wawancara Kepala Seksi Preparasi dan Konservasi 

Museum Aceh diketahui bahwa anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan 

perawatan koleksi tidak selalu tersedia secara berkelanjutan. Dalam beberapa 

periode anggaran, usulan perawatan hanya memperoleh persetujuan satu hingga 

dua kali sehingga pelaksanaan konservasi belum dapat dilakukan secara optimal. 

Kondisi tersebut mengakibatkan pengelola harus menentukan skala prioritas 

terhadap koleksi yang dianggap paling membutuhkan penanganan, sementara 

koleksi lainnya memperoleh pemeliharaan rutin berupa pembersihan debu 

menggunakan kuas, kain khusus, dan peralatan sederhana lainnya. Tindakan 

konservasi lanjutan yang memerlukan bahan kimia khusus, peralatan 

laboratorium, maupun keterlibatan tenaga konservator profesional belum dapat 

dilakukan secara optimal karena keterbatasan anggaran dan fasilitas yang 

tersedia.
80

 

Fakta tersebut menunjukkan adanya perbedaan antara tanggung jawab 

normatif Pemerintah Aceh dalam menjamin perlindungan dan pelestarian aset 
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museum dengan kondisi implementasi yang berlangsung di lapangan. Secara 

normatif, pemerintah berkewajiban menyediakan dukungan anggaran dan 

fasilitas yang memadai guna menjamin keberlangsungan pelestarian koleksi 

museum, akan tetapi dalam praktiknya keterbatasan anggaran menyebabkan 

kegiatan perawatan lebih berorientasi pada pemeliharaan rutin dari pada 

tindakan konservasi yang memenuhi standar profesional. Kondisi ini 

menunjukkan bahwa pelaksanaan kawajiban pemerintah dalam aspek 

pemeliharaan aset budaya belum sepenuhnya berjalan secara optimal, pada Pasal 

95 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya 

mengamanatkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab 

perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya secara 

berkelanjutan.
81

 

Hasil wawancara tersebut diperkuat dengan hasil observasi penulis di 

Museum Aceh. Hasil observasi menunukkan bahwa sebagian koleksi masih di 

rawat melaui pemeliharaan rutin berupa pembersihan manual menggunakan 

peralatan sederhana, sedangkan beberapa koleksi berbahan kayu, kertas, dan 

kain yang mulai mengalami penururnan kualitas akibat faktor usia dan 

kelembapan. Selain itu, belum seluruh koleksi terdokumentasi dalam bentuk 

digital sehingga sebagian data masih disimpan secara manual. Kondisi tersebut 

sejalan dengan hasil wawancara yang menyatakan bahwa keterbatasan anggaran 

dan fasilitas menyebabkan upaya konservasi serta digitalisasi koleksi belum 

terlaksanakan secara optimal, sehingga perawatan aset museum masih lebih 

berfokus pada pemeliharaan dasar dari pada konservasi sesuai standar. 

Sementara itu, berdasarkan hasil wawancara dengan pihak pengelola 

Museum Tsunami Aceh, tantangan utama dalam perawatan aset terletak pada 
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kompleksitas bangunan serta tingginya jumlah pengunjung.
82

 Sebagai salah satu 

destinasi wisata utama di Aceh, museum ini menerima ribuan pengunjung setiap 

bulannya yang meningkatkan risiko kerusakan fasilitas. 

Perawatan di museum Tsunami Aceh lebih berfokus pada pemeliharaan 

fasilitas modern dan instalasi teknologi interaktif. Pemerintah telah melakukan 

berbagai upaya, seperti perawatan berkala, restorasi, konservasi, zonasi akses 

ruang museum, pembersihan, pemeliharaan, peningkatan sistem keamanan, serta 

pembatasan akses pada area tertentu. namun demikian, tingginya intensitas 

penggunaan menyebabkan fasilitas lebih cepat mengalami penurunan kualitas. 

 Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Museum Tsunami Aceh, 

diketahui bahwa salah satu kendala utama dalam pelaksanaan kegiatan 

konservasi koleksi adalah keterbatasan anggaran dana yang dialokasikan untuk 

pengadaan bahan dan peralatan konservasi. Kondisi ini menyebabkan kebutuhan 

dasar untuk perawatan koleksi, seperti aquadest, alkohol, kain microfiber, cairan 

pembersih kaca, sarung tangan, serta berbagai alat pendukung konservasi 

lainnya, tidak selalu dapat dipenuhi secara optimal. 

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa upaya perawatan aset museum di 

Aceh masih menghadapi kendala utama pada aspek anggaran dana. 

Keterbatasan dan ketidakstabilan alokasi belum sepenuhnya berjalan optimal 

dan berkesinambungan. Anggaran yang tersedia lebih banyak digunakan untuk 

memenuhi kebutuhan yang bersifat mendesak, sehingga pelasanaan 

pemeliharaan rutin dan tindakan preventif sering kali tidak menjadi prioritas. 

Akibatnya, perawatan koleksi cenderung dilakukan setelah terjadi kerusakan, 

bukan melalui perencanaan pemeliharaan yang sistematis untuk menjaga kondisi 

aset dalam jangka panjang. 
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Upaya perawatan aset museum ke depan perlu diarahkan pada beberapa 

langkah strategis. Pertama, peningkatan alokasi anggaran khusus untuk 

konservasi dan pemeliharaan aset budaya agar perawatan dapat dilakukan secara 

berkelanjutan dan sesuai standar. Kedua, penguatan kapasitas sumber daya 

manusia melalui pelatihan dan kerja sama dengan instantsi konservasi nasional 

maupun internasional. Ketiga, penerapan sistem digitalisasi koleksi untuk 

mendukung dokumentasi dan pengelolaan data secara lebih efektif. keempat, 

penigkatan kesadaran masyarakat dan pengunjung melalui edukasi mengenai 

pentingnya menjaga aset museum sebagai bagian dari warisan budaya. 

Selain itu, pendekatan persuasif dan partisipatif juga perlu 

dikembangkan dalam pengelolaan museum. Pemerintah dapat melibatkan 

komunitas lokal, akademisi, serta organisasi kebudayaan dalam kegiatan 

pelestarian dan perawatan aset. Dengan demikian, tanggung jawab menjaga 

museum tidak hanya berada pada pemerintah, tetapi juga menjadi bagian dari 

kesadaran kolektif masyarakat. Strategi ini diharapkan dapat menciptakan sistem 

pengelolaan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.  

Dengan memperlihatkan berbagai aspek tersebut, dapat disimpulkan 

bahwa upaya Pemerintah Aceh dalam perawatam aset museum, khususnya pada 

Museum Aceh dan Museum Tsunami Aceh, masih menghadapi berbagai 

kendala yang memerlukan perhatian serius. Meskipun telah dilakukan berbagai 

langkah pemeliharaan, efektivitasnya belum optimal akibat keterbatasan 

anggaran, ketidakstabilan pencarian dana, serta keterbatasan sumber daya dan 

sistem pengelolaan. Oleh karena itu, diperlukan komitmen yang lebih kuat dari 

pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas perawatan aset museum, 

sehingga fungsi pelestarian, edukasi, dan pariwisata dapat berjalan secara 

maksimal dan berkelanjutan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.  
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C. Sistem Proteksi Risiko Pada Keberlangsungan Perawatan dan 

Keterjagaan Aset Museum Aceh dan Museum Tsunami Aceh 

Perawatan dan keterjagaan aset menjadi bagian penting dalam menjaga 

keberlangsungan fungsi, nilai sejarah, serta kualitas pelayanan pada Museum 

Aceh dan Museum Tsunami Aceh. Kedua museum tersebut menyimpan koleksi 

bersejarah yang memiliki nilai budaya tinggi sekaligus menjadi pusat edukasi 

dan destinasi wisata budaya di Aceh. Oleh karena itu, diperlukan sistem proteksi 

risiko yang terencana dan berkelanjutan untuk mencegah kerusakan aset, 

mengurangi potensi kehilangan koleksi, serta menjaga keamanan bangunan dan 

fasilitas pendukung dari berbagai ancaman, baik yang berasal dari faktor alam, 

manusia, maupun gangguan teknis operasional. 

Sebagai bentuk upaya menjaga keberlangsungan perawatan dan 

keterjagaan aset tersebut, sistem proteksi risoko menjadi bagian penting dalam 

pengelolaan museum, khususnya dalam melindungi koleksi serta bangunan fisik 

museum. Dalam pengelolaan Museum Aceh dan Museum Tsunami Aceh, risiko 

yang dihadapi tidak hanya terbatas pada kerusakan fisik akibat faktor usia, tetapi 

juga mencakup ancaman lingkungan, bencana alam, kelalaian manusia, serta 

keterbatasan sistem pengamanan. Kondisi tersebut menuntut pemerintah daerah 

melalui instansi terkait untuk menerapkan sistem proteksi yang komprehansif, 

mencakup langkah preventif, mitigatif, hingga responsif terhadap berbagai 

potensi risiko yang dapat mengancam keberadaan aset museum. 

Dalam perspektif hukum, perlindungan terhadap aset museum telah 

diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. 

Pasal 55 undang-undang tersebut menyebutkan bahwa perlindungan cagar 

budaya dilakukan melalui penyelematan, pengamanan, zonasi, dan 

pemeliharan.
83

 Selain itu, Pasal 57 menegaskan bahwa cagar budaya wajib 

diamankan dan dipelihara untuk mencegah kerusakan, kehancuran, atau 
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kehilangan. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa perlindugan terhadap 

koleksi museum bukan hanya menjadi tanggung jawab pengelola museum, 

tetapi juga merupakan bagian dari pelaksanaan amanat peraturan perundang-

undangan dalam menjaga warisan budaya. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak pengelola Museum Aceh, 

diketahui bahwa sistem proteksi risiko terhadap koleksi museum menghadapi 

berbagai tantangan yang berkaitan dengan kondisi lingkungan, pengelolaan 

fasilitas, serta keterbatasan anggaran. Risisko utama yang dihadapi berasal dari 

faktor lingkungan, seperti tingginya tingkat kelembaban udara, perubahan suhu 

ruangan, serta serangan hama yang dapat memengaruhi kondisi koleksi 

museum. Hal tersebut berdampak pada keberlangsungan perawatan koleksi, baik 

yang berbahan organik seperti naskah kuno, artefak kayu, kain tradisional, dan 

dokumen bersejarah rentan mengalami pelapukan, jamur, serta kerusakan akibat 

perubahan suhu dan kelembaban udara, maupun koleksi berbahan anorganik 

seperti logam, keramik, batu, dan kaca juga memiliki risiko kerusakan berupa 

korosi, retakan, perubahan warna, penurunan kualitas material serta perubahan 

kimia yang dapat merusak benda secara perlahan apabila tidak dilakukan 

perawatan sesuai standar konservasi.
84
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Gambar 1 Restorasi Kimia Koin Tembaga Teroksidasi 

Kondisi pada koin yang ada pada gambar tersebut merupakan salah satu 

kerlangsungan perawatan koleksi museum yang telah mengalami oksidasi 

hingga dilakukan penanganan dengan cara perendaman koin menggunakan 

aquades (air suling) selama 30 menit selanjutnya dialirkan dengan air kemudian 

dikeringkan dan dipindahkan sesuai dengan nomor registrasi yang ditetapkan 

agar memudakan proses identifikasi, pencatatan, penyimpanan, serta pencarian 

kembali koleksi ketika diperlukan. 

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa faktor lingkungan menjadi salah 

satu ancaman utama terhadap keberlangsungan koleksi museum. Hal ini 

berkaitan dengan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang 

Cagar Budaya yang menyebutkan bahwa pemeliharaan cagar budaya dilakukan 

dengan cara merawat dan menjaga kondisi fisik cagar budaya agar tetap 

lestari.
85

 Dengan demikian, pengendalian suhu, kelembutan ruangan, 

pencahayaan, serta kebersihan lingkungan museum menjadi bagian penting 

dalam upaya konservasi koleksi museum. 

Pihak pengelola menjelaskan bahwa upaya perawatan koleksi telah 

dilakukan melalui pembersihan secara berkala, penggunaan bahan pengawet, 
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serta penyimpanan koleksi dalam lemari khusus guna menjaga kondisi fisik 

koleksi agar tetap stabil dan terjaga. Selain itu, pemeriksaan rutin terhadap 

koleksi juga dilakukan untuk meminimalisirkan risiko kerusakan yang lebih 

serius. Namun demikian, keterbatasan fasilitas konservasi dan sarana pendukung 

menyebabkan proses perawatan koleksi belum dapat berjalan secara optimal, 

terutama dalam menjaga kestabilan suhu dan kelebaban ruangan penyimpanan. 

Dalam aspek perlindungan aset museum, Museum Aceh telah dilengkapi 

dengan sistem keamanan berupa kamera pengawas (CCTV) serta sistem proteksi 

kebakaran yang terdiri dari APAR (Alat Pemadam Api Ringan) sebagai sistem 

pemadam kebakaran manual dan speinkler sebagai sistem pemadam kebakaran 

otomati dan koleksi di simpan dalam virtin-virtin yang dikelompokkan 

berdasarkan acuan kualifikasi museum. Selain itu, pengawasan terhadap aset 

museum juga dilakukan oleh petugas museum secara langsung untuk 

memastikan keamanan koleksi dan lingkungan museum. 

 Meskipun demikian, hasil wawancara menunjukkan bahwa 

pemeliharaan dan pembaruan perangkat keamanan masih menghadapi kendala, 

terutama akibat keterbatasan anggaran. Beberapa perangkat keamanan belum 

dapat diperbaiki atau diperbarui secara cepat ketika mengalami kerusakan 

karena memerlukan alokasi dana tambahan. Kondisi tersebut berdampak pada 

belum optimalnya sistem pengawasan dan perlindungan koleksi museum. 

Temuan ini menunjukkan bahwa dukungan pemerintah daerah pengelolaan dan 

perlindungan museum masih perlu diperkuat, sebagaimana diatur dalam Qanun 

Aceh Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pemeliharaan Kebudayaan Aceh yang 

menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki tanggung jawab dalam menjaga 

dan melestarikan kebudayaan Aceh sebagai identitas daerah.
86

 

Pengelolaan Museum Aceh juga memiliki landasan kelembagaan melalui 

Peraturan Gubernur Aceh Nomor 53 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan 
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Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah 

Museum Aceh pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh. Peraturan tersebut 

menjadi dasar dalam pelaksanaan tugas dan fungsi museum, termasuk 

pemeliharaan, pelestarian, dan pengamanan koleksi. Dengan demikian, 

keberlangsungan perawatan dan keterjagaan aset Museum Aceh memerlukan 

dukungan kelembagaan, sarana dan prasarana, sumber daya manusia, serta 

anggaran yang memadai agar sistem proteksi risiko dapat berjalan secara 

optimal. 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dipahami bahwa sistem 

proteksi risiko di Museum Aceh masih memerlukan penguatan, terutama pada 

pemeliharaan fasilitas keamanan, dan integrasi sistem perlindungan agar serta 

aspek pendanaan agar keberlangsungan perawatan dan keterjagaan aset museum 

dapat berjalan secara lebih efektif dan berkelanjutan.  

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak pengelola Museum Tsunami 

Aceh, diketahui bahwa sistem proteksi risiko dalam pengelolaan museum 

difokuskan pada perlindungan aset fisik, pemeliharaan, pembersihan, keamanan 

pengunjung, pemeliharaan fasilitas multimedia, serta kesiapsiagaan terhadap 

bencana.
87

 Sebagai museum yang memiliki fungsi edukasi kebencanaan 

sekaligus destinasi wisata eduatif, Museum Tsunami Aceh menghadapi risiko 

yang cukup kompleks dibandingkan museum pada umumnya. 

Pihak pengelolan menjelaskan bahwa tingginya intensitas kunjungan 

menjadi salah satu risiko utama dalam pengelolaan museum. Banyaknya 

pengunjung setiap hari berpotensi menimbulkan kerusakan terhadap fasilitas 

museum, baik pada area interior, instalasi pameran, maupun perangkat 

multimedia yang digunakan sebagai media edukasi. Risiko tersebut umumnya 

terjadi akibat sentuhan langsung pengunjung terhadap fasilitas museum, 
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penggunaan fasilitas secara terus-menerus, maupun kurangnya kesadaran 

sebagai pengunjung dalam menjaga sarana museum. 

Museum Tsunami Aceh juga memiliki berbagai fasilitas multimedia 

seperti layar digital, sistem audio visual, dan perangkat simulasi yang 

membutuhkan pemeliharaan secara berkala. Berdasarkan hasil wawancara, 

perangkat tersebut rentan mengalami gangguan teknis akibat tingginya intensitas 

penggunaan dan faktor usia peralatan. Oleh karena itu, perawatan rutin 

dilakukan untuk memastikan fasilitas meltimedia tetap dapat digunakan sebagai 

sarana edukasi bagi masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum yang menegaskan bahwa 

pengelolaan museum harus memperhatikan pemeliharaan sarana dan prasarana 

museum guna mendukung fungsi edukasi dan pelayanan kepada masyarakat.
88

 

Pihak pengelola juga mengungkapkan bahwa perlindungan terhadap data 

digital museum menjadi tantangan tersendiri dalam sistem proteksi risiko. 

Museum Tsunami Aceh menyimpan berbagai data digital, dokumetasi sejarah 

tsunami, serta materi audiovisual yang digunalkan sebagai media edukasi. Data 

tersebut memerlukan sistem penyimpanan dan cadangan data (backup system) 

yang baik untuk mengantisispasi risiko kehilangan data akibat kerusakan 

perangkat, gangguan sistem, maupun faktor teknis lainnya. Akan tetapi, sistem 

perlindungan data digital yang tersedia saat ini masih memerlukan 

pengembangan agar lebih aman dan terintegrasi. 

Selain perlindungan terhadap aset fisik dan digital, aspek mitigasi 

bencana juga menjadi perhatian utama dalam pengelolaan Museum Tsunami 

Aceh. Pengelola museum menyampaikan bahwa kesiapsiagaan terhadap situasi 

darurat, seperti kebakaran, gempa bumi, dan evakuasi pengunjung, dilakukan 

melalui penyediaan jalur evakuasi dan prosedur keselamatan di area museum. 

Hal tersebut penting mengingat museum tidak hanya berfungsi sebagai tempat 
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pelestarian sejarah tsunami, tetapi juga sebagai pusat edukasi kebencanaan bagi 

masyarakat. 

Sementara itu, pengelolaan Museum Tsunami Aceh memiliki landasan 

kelembagaan melalui Peraturan Gubernur Aceh Nomor 61 Tahun 2019 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana 

Teknis Daerah Museum Tsunami Aceh pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 

Aceh. Peraturan tersebut menjadi dasar pelaksanaan tugas dan fungsi museum 

dalam penyelenggaraan kegiatan permuseuman. Oleh karena itu, dukungan 

kelembagaan dan anggaran diperlukan untuk memastikan sistem proteksi risiko, 

pemeliharaan fasilitas, dan perlindungan aset dapat dilaksanakan secara 

berkelanjutan. 

 Berdasarkan hasil wawancara, Leni menjelaskan bahwa kendala dalam 

keberlangsungan perawatan koleksi museum membutuhkan anggaran dana yang 

tidak sedikit, ia juga menjelaskan anggaran ini hanya akan ada dalam 1 tahun 

sekali, sedangkan perawatan pada koleksi harus dilangsungkan secara rutin. Hal 

ini menyebabkan proses pelaksanaan keberlangsungan perawatan, perlindungan, 

serta pemeliharaan tidak dapat terjalankan secara optimal.
89

 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dipahami bahwa sistem 

proteksi risiko di Museum Tsunami Aceh telah mencakup perlindungan 

terhadap aset fisik, fasilitas multimedia, keamanan pengunjung, serta mitigasi 

bencana. Namun demikian, pelaksanaanya masih menghadapi beberapa kendala, 

terutama pada aspek pemeliharaan fasilitas, perlindungan data digital, dan 

keterbatasan anggaran dalam pengembangan sistem keamanan yang lebih 

modern dan terintegrasi. 

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan pada 

Museum Aceh dan Museum Tsunami Aceh, diperolah temuan bahwa sistem 
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proteksi risiko di kedua museum tersbut masih menghadapi berbagai kendala 

dalam pelaksanaanya. Kendala tersebut meliputi aspek teknologi infastruktur, 

pengelolaan sumber daya manusia, hingga sistem manajemen risiko yang belum 

sepenuhnya terintegrasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya perlindungan 

terhadap aset museum, baik berupa koleksi benda bersejarah maupun fasilitas 

pendukung, masih memerlukan penguatan agar dapat berjalan secara optimal 

dan berkelanjutan. 

Pada Museum Aceh, risiko utama yang dihadapi lebih dominan berasal 

dari faktor lingkungan dan kondisi bangunan yang berdampak langsung 

terhadap kualitas koleksi museum. Tingkat kelembaban udara, suhu ruangan, 

pencahayaan, serta potensi kerusakan akibat usia banguanan menjadi faktor 

yang memengaruhi proses konservasi koleksi. Selain itu, keterbatasan fasilitas 

penyimpanan dan perawatan koleksi menyebablan beberapa aset museum rentan 

mengalami penurunan kualitas. Hal ini menunjukkan bahwa sistem proteksi 

risiko pada Museum Aceh masih berfokus pada upaya pemeliharaan dasar dan 

belum sepenuhnya didukung oleh teknologi konservasi modern yang memadai. 

Sementara itu, Museum Tsunami Aceh menghadapi karakteristik risiko 

yang berbeda. Risiko utama pada museum berkaitan dengan tingginya intensitas 

kunjungan wisatawan serta penggunaan fasilitas multimedia dan teknologi 

interaktif yang menjadi bagian penting dalam penyampaian edukasi 

kebencanaan kepada masyarakat. Tingginya aktivitas pengunjung berpotensi 

menimbulkan kerusakan fasilitas, gangguan terhadap kenyamanan dan 

keamanan museum, serta mempercepat penurunan kualitas sarana pendukung. 

Di sisi lain, pemeliharaan perangkat multimedia memerlukan biaya dan tenaga 

teknis yang tidak sedikit, sehingga menjadi tantangan tersendiri dalam menjaga 

keberlangsungan operasional museum. 

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa kedua museum masih 

memiliki keterbatasan dalam penerapan teknologi pengamanan dan sistem 



61 

 
 

monitoring digital. Penggunaan kamera pengawas, sensor pendeteksi kondisi 

ruangan, serta sistem pengamanan koleksi belum sepenuhnya terintegrasi dalam 

satu sistem pengelolaan risiko yang efektif. Selain itu, keterbatasan fasilitas 

pendukung dan belum optimalnya penerapan teknologi konservasi menyebabkan 

proses perlindungan aset museum belum berjalan secara maksimal. Kondisi 

tersebut diperparah dengan keterbatasan anggaran serta jumlah sumber daya 

manusia yang memiliki kompetensi khusus di bidang konservasi dan manajemen 

risiko museum. 

Berdasarkan konsisi tersebut, diperlukan langkah stategis untuk 

meperkuat sistem proteksi risiko pada Museum Aceh dan Museum Tsunami 

Aceh. Pengembangan sistem manajemen risiko yang terintegrasi menjadi salah 

satu upaya penting untuk meningkatkan efektivitas perlindungan aset museum. 

Selain itu, peningkatan penggunaan teknologi pengamanan dan konservasi, 

seperti sistem monitoring digital, pengendalian suhu dan kelembapan otomatif, 

serta pengamanan berbasis teknologi informasi perlu dipertimbangkan dalam 

mendukung pengelolaan museum yang lebih modern. 

Di samping itu, penyusunan dan penerapan standar operasional prosedur 

(SOP) dalam penyusunan koleksi museum dan tanggapan darurat juga menjadi 

langkah yang sangat penting dalam meminimalkan risiko kerusakan aset 

museum akibat bencana, kebakaran, maupun gangguan lainnya. Peningkatan 

kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pengembangan 

kompetensi di bidang konservasi, keamanan, dan manajemen risiko juga perlu 

dilakukan secara berkelanjutan agar pengelolaan museum dapat berjalan lebih 

profesional dan adaptif terhadap berbagai potensi risiko. 

Dengan demikian, sistem proteksi risko pada Museum Aceh dan 

Museum Tsunami Aceh tidak hanya berfungsi sebagai upaya pengamanan aset 

museum semata, tetapi juga memiliki peran strategis dalam menjaga 

keberlanjutan fungsi museum sebagai pusat pelestarian budaya, sarana edukasi 
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sejarah, dan media pembelajaran kebencanaan bagi masyarakat. Penguatan 

sistem proteksi risiko di kedua museum tersebut diharapkan mampu mendukung 

terciptanya pengelolaan museum yang lebih aman, efektif, dan berkelanjutan 

sesuai dengan tujuan pelestarian warisan budaya dan pendidikan. 

 

D. Konsep Milk Al-Daulah dalam Perspektif Perlindungan Aset Budaya 

dan Sejarah di Museum Aceh dan Museum Tsunami Aceh 

Aset budaya dan sejarah adalah salah satu dari kekayaan bangsa yang 

memiliki makna dan nilai strategis dalam menjaga identitas bangsa, karakter, 

serta sumber pengetahuan bagi generasi selanjutnya. Keberadaan museum 

sebagai lembaga pelestarian budaya yang berfungsi sebagai tempat 

penyimpanan benda-benda bersejarah, sebagai pusat pendidikan, penelitian, 

pelestarian kebudayaan, dan pengembangan pariwisata. Museum Aceh dan 

Museum Tsunami Aceh merupakan dua museum yang memiliki peran penting 

dalam merepresentasikan sejarah, budaya, serta perjalanan masyarakat Aceh. 

Selain itu, kedua museum ini memberikan dampak terhadap peningkatan sektor 

pariwisata dan perekonomian daerah melalui kunjungan wisatawan serta 

berbagai aktivitas yang ada di sekitarnya. 

Sebagai aset publik yang memiliki nilai sejarah, budaya, dan ekonomi, 

Museum Aceh dan Museum Tsunami Aceh memerlukan sistem perlindungan 

dan perawatan  koleksi yang optimal agar dapat berjalan secara berkelanjutan. 

Pelaksanaan tersebut meliputi perlengkapan alat dan bahan seperti alat 

pendeteksi suhu dan kelembapan, lemarin penyimpanan, virtin (show case), 

kuas, kain khusus, aquadest, alkohol, kain microfiber, cairan pembersih kaca, 

sarung tangan serta alat pendukung konservasi. Keseluruhan kegiatan tersebut 

memerlukan dukungan pemerintah melalui kebijakan yang tepat, pengawasan 

yang berkesinambungan, dan penyediaan anggaran yang memadai sebagai 

bentuk perlindungan terhadap aset budaya milik negara. 
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Dalam perspektif fiqh muamalah, koleksi Museum Aceh dan Museum 

Tsunami Aceh termasuk kategori milk al-daulah adalah harta yang berada di 

bawah kepemilikan dan penguasaan negara untuk dikelola sebesar-besarnya 

bagi kemaslahatan masyarakat.
90

 Konsep milk al-daulah menempatkan negara 

sebagai pemegang amanah yang memiliki kewajiban untuk menjaga, 

memelihara, merawat, melindungi, melestarikan dan mengembangkan aset 

publik agar dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat secara berkelanjutan. 

Dengan demikian, pengelolaan museum tidak hanya dipahami sebagai 

kewenangan administrasi pemerintah, tetapi juga sebagai bentuk tanggung 

jawab negara dalam menjaga kekayaan budaya yang menjadi identitas bangsa. 

Sejalan dengan konsep tersebut, perlindungan terhadap museum 

memerlukan dukungan pembiayaan yang memadai. Penyediaan anggaran 

merupakan instrumen penting dalam mewujudkan pelestarian aset budaya 

karena seluruh kegiatan konservasi koleksi, perawatan, pemeliharaan, 

peningkatan keamanan, pengembangan fasilitas, maupun pengadaan koleksi 

tidak dapat terlaksanakan tanpa dukungan dana yang cukup. Oleh karena itu, 

pengalokasian anggaran bukan hanya menjadi persoalan adminstratif dalam 

pengelolaan keuangan negara, tetapi juga merupakan bentuk implementasi 

tanggung jawab negara sebagaimana prinsip milk al-daulah. 

Untuk memberikan kepastian hukum dan tanggung jawab tersebut 

sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar 

Budaya yang menegaskan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah 

bertanggung jawab melakukan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan 

cagar budaya.
91

 Selain itu, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang 

Pemajuan Kebudayaan juga memberikan amanat kepada pemerintah untuk 

mendukung pelestarian kebudayaan melalui berbagai kebijakan, termasuk 
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penyediaan anggaran.
92

 Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan 

dan perawatan terhadap museum sebagai aset budaya dapat diwujudkan melalui 

pengakuan hukum atas kepemilikan serta melalui komitmen pemerintah dalam 

menyediakan anggaran dana guna mendukung keberlangsungan fungsi museum. 

Sebagai implementasi dari ketentuan tersebut, pemerintah Aceh setiap 

tahun mengalokasikan anggaran melalui Anggran Pendapatan dan Belanja Aceh 

(APBA) untuk mendukung opersional Museum Aceh dan Museum Tsunami 

Aceh. Anggaran pada Museum Aceh dialokasikan untuk pengelolaan koleksi 

satu hingga dua kali dalam satu tahun adalah sebesar Rp300.000.000,-. 

Sedangkan pada Museum Tsunami Aceh dialokasikan untuk pengelolaan 

koleksi memperoleh alokasi anggaran setiap satu tahun sekali sebesar 

Rp540.000.000-600.000.000,-. Anggaran ini digunakan untuk mendukung 

empat aspek utama dalam pengelolaan museum, yaitu perawatan, perlindungan, 

pelestarian, dan pengadaan koleksi. Namun karena keempat aspek tersebut 

merupakan kegiatan rutin dan membutuhkan pembiayaan berkelanjutan, alokasi 

anggaran yang tersedia belum sepenuhnya mampu memenuhi seluruh kebutuhan 

pengelolaan secara bersamaan. 

Kondisi tersebut mengindikasikan adanya kesenjangan antara kebijakan 

pemerintah mengenai perlindungan aset budaya dengan implementasi 

pengalokasian anggaran dalam pengelolaan Museum Aceh dan Museum 

Tsunami Aceh. Meskipun pemerintah melalui berbagai ketentuan peraturan 

perundang-undangan telah menegaskan tanggung jawabnya dalam melindungi, 

mengembangkan, dan memanfaatkan aset budaya, pelaksanaanya di lapangan 

masih menghadapi berbagai keterbatasan, terutama berkaitan dengan kecukupan 

anggaran yang dialokasikan untuk mendukung kegiatan konservasi, 

pemeliharaan koleksi, peningkatan fasilitas, serta pengembangan pelayanan 

museum. Kondisi ini menunjukkan bahwa komitmen normatif pemerintah 

                                                           
92

 Undang-Undang Nomo 17 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. 



65 

 
 

belum sepenuhnya diikuti oleh dukungan pembiayaan yang mampu menjawab 

kebutuhan riil pengelolaan museum sebagai aset budaya milik negara.  

Keterbatasan anggaran tersebut juga memperlihatkan adanya perbedaan 

antara kebutuhan pengelolaan museum dengan kemampuan pembiayaan yang 

disediakan oleh pemerintah. di satu sisi, Museum Aceh dan Museum Tsunami 

Aceh terus dituntut untuk meningkatkan kualitas pelestarian koleksi, sistem 

keamanan, digitalisasi arsip sejarah, dan pengembangan teknologi informasi. Di 

sisi lain, alokasi anggaran yang tersedia masih lebih banyak diprioritaskan untuk 

memenuhi kebutuhan operasional rutin sehingga program konservasi, 

pengembangan fasilitas, dan inovasi perlindungan terhadap aset budaya tidak 

hanya bergantungan pada keberadaan regulasi, tetapi juga pada tanggung jawab 

pemerintah dalam menyediakan dukungan pembiayaan yang memadai sesuai 

dengan kebutuhan riil pengelola museum. 

Dalam perspektif  milk al-daulah, kondisi ini menunjukkan bahwa 

tanggung jawab negara sebagai pengelola harta publik tidak hanya di ukur dari 

kepemilikan terhadap Museum Aceh dan Museum Tsunami Aceh, tetapi juga 

dari kemampuan negara dalam menyediakan pembiayaan yang cukup untuk 

perlindungan dan perawatan aset budaya tersebut. Konsep  milk al-daulah 

menempatkan negara sebagai pemegang amanah yang berkewajiban 

memastikan bahwa aset negara tetap terpelihara, dan memberikan manfaat untuk 

bangsa. Apabila belum terpenuhi anggaran untuk kebutuhan konservasi, 

pemeliharaan, dan pengembangan secara optimal, maka implementasi prinsip 

milk al-daulah tidak sepenuhnya terlaksanakan dalam praktik. Oleh karena itu,  

diperlukan harmonisasi anatar kebijakan pelestarian budaya dengan kebijakan 

penganggaran, peningkatan komitmen pemerintah dalam penyediaan dana 

pelestarian, serta pengawasan terhadap penggunaan anggaran agar perlindungan 

dan perawatan Museum Aceh dan Museum Tsunami Aceh sebagai aset budaya 
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milik negara dapat terwujud secara efektif, berkelanjutan, dan sesua dengan 

kemaslahatan masyarakat. 
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BAB EMPAT 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

1. Sistem proteksi dan perawatan aset museum yang pada dasarnya telah 

dilaksanakan oleh instansi terkait di Museum Aceh dan Museum 

Tsunami Aceh tela melalui berbabagai kegitan yang meliputi perawatan, 

perlindungan, pelestarian dan pengadaan koleksi. Pelaksanaan tersebut 

mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar 

Budaya. Namun, berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaanya belum 

optimal karena terdapat ketidaksesuaian antara kebutuhan perawatan 

yang di lakukan secara rutin dengan anggaran yang dialokasikan hanya 

satu kali dalam setahun. Anggaran yang tersedia belum mencukupi 

kebutuhan alat dan bahan untuk perawatan rutin, sehingga pelaksanaan 

perawatan harus disesuaikan dengan ketersediaan anggaran dan skala 

prioritas. Dalam perspektif milk al-daulah,  kondisi tersebut lebih tepat 

dinilai sebagai keterbatasan objektif dalam pengelolaan aset, bukan 

sebagai kelalaian terhadap amanah, sepanjang pengelolaan tetap 

melakukan upaya perawatan sesuai kemampuan dan kewenangannya. 

Meskipun demikian, keterbatasan tersebut menunjukkan bahwa 

pelaksanaan amanah dalam menjaga dan melindungi aset negara belum 

terlaksanakan secara optimal. 

2. Keberlangsungan pemeliharaan aset Museum Aceh dan Museum 

Tsunami Aceh telah dilaksanakan secara berkelanjutan melalui 

perawatan rutin dan konservasi koleksi. Namun, pemeliharaan tersebut 

belum sepenuhnya mampu memastikan keterjagaan aset secara optimal 

karena masih terdapat berbagai kendala, seperti keterbatasan anggaran, 

belum tersedianya fasilitas konservasi yang memadai, serta keterbatasan 

tenaga ahli di bidang konservasi. Kondisi tersebut menunjukkan adanya 
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kesenjangan antara ketentuan normatif dalam peraturan perundang-

undangan dengan implementasi di lapangan. Meskipun pemerintah telah 

mengalokasikan anggaran melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Aceh (APBA) untuk mendukung pengelolaan museum, alokasi tersebut 

belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan pelaksanaan 

perawatan, perlindungan, pelestarian, dan pengadaan koleksi secara 

berkelanjutan. Akibatnya, instansi pengelola harus memprioritaskan 

program-program tertentu sehingga sebagian kegiatan perlindungan dan 

pelestarian aset budaya belum dapat direalisasikan sesuai dengan 

kebutuhan pengelolaan museum. Dampak dari kondisi tersebut adalah 

masih adanya koleksi yang menghadapi risiko kerusakan, sehingga 

tujuan pemeliharaan untuk menjaga keterjagaan dan kelestarian aset 

budaya belum sepenuhnya tercapai. Oleh karena itu, pelaksanaan 

tanggung jawab pemerintah dalam melindungi aset budaya masih 

memerlukan penguatan, khususnya dalam aspek kebijakan 

penganggaran, penyediaan fasilitas konservasi, peningkatan sumber 

daya manusia, dan perencanaan program pelestarian. 

3. Dalam perspektif milk al-daulah, Museum Aceh dan Museum Tsunami 

Aceh merupakan aset publik yang berada di bawah penguasaan negara 

dan harus dikelola untuk sebesar-besarnya kemaslahatan masyarakat. 

Konsep milk al-daulah menempatkan pemerintah sebagai pemegang 

amanah yang tidak hanya memiliki kewenangan atas aset budaya, tetapi 

juga berkewajiban menyediakan perlindungan, pemeliharaan, 

pengembangan, dan pembiayaan yang memadai agar fungsi museum 

sebagai pusat pelestarian budaya, pendidikan, dan penelitian dapat 

berjalan secara berkelanjutan. Keterbatasan anggaran yang berdampak 

pada belum optimalnya sistem proteksi dan perawatan aset 

menunjukkan bahwa implementasi konsep milk al-daulah belum 
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sepenuhnya terwujud dalam praktik. Oleh karena itu, diperlukan 

peningkatan komitmen pemerintah dalam penyediaan anggaran, 

penguatan sistem pengawasan, serta harmonisasi antara kebijakan 

pelestarian budaya dan kebijakan penganggaran agar pengelolaan 

Museum Aceh dan Museum Tsunami Aceh sesuai dengan prinsip milk 

al-daulah dan tujuan kemaslahatan umum. 

B. Saran 

1. Pemerintah Aceh melalui instansi yang membidangi kebudayaan 

diharapkan dapat meningkatkan alokasi anggaran bagi Museum Aceh 

dan Museum Tsunami Aceh agar kegiatan perawatan, perlindungan, 

pelestarian, dan pengadaan koleksi dapat dilaksanakan secara lebih 

optimal dan berkesinambungan sesuai dengan kebutuhan pengelolaan 

museum. 

2. Instansi pengelola museum diharapkan terus meningkatkan sistem 

proteksi aset melalui penguatan pengawasan, pemanfaatan teknologi 

dalam pendataan dan pengamanan koleksi, serta penyusunan program 

konservasi yang terencana sehingga perlindungan terhadap aset budaya 

dapat berjalan lebih efektif. 

3. Pemerintah dan pengelola museum perlu memperkuat koordinasi 

dengan berbagai pihak, termasuk akademisi, komunitas budaya, 

lembaga konservasi, dan masyarakat, dalam upaya pelestarian aset 

budaya sehingga tanggung jawab menjaga museum sebagai kekayaan 

negara tidak hanya menjadi beban pemerintah, tetapi juga melibatkan 

partisipasi masyarakat secara luas. 
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Lampiran 2 Surat Permohonan Melakukan Penelitian 
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Lampiran 3 Surat Permohonan Melakukan Penelitian 
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Lampiran 4 Protokol Wawancara 

 

PROTOKOL WAWANCARA 

 

Judul Skripsi : Sistem Proteksi dan Perawatan Aset Museum di 

Aceh oleh Instansi terkait Menurut Konsep Milk 

Al-Daulah (studi kasus di Museum Aceh dan 

Museum Tsunami Aceh) 

Pihak yang diwawancarai : Kepala Seksi Preparasi dan Konservasi Museum 

Aceh dan Staf Manajemen Koleksi Museum Tsunami 

Aceh  

No. Daftar Pertanyaan Wawancara 

1 Apa saja jenis dan jumlah koleksi yang ada pada Museum ini? 

2 Apa saja bentuk kegiatan pemeliharaan rutin yang dilakukan? 

3 Bagaimana upaya pemerintah dalam menjaga dan merawat koleksi 

museum? 

4 Bagaimana sistem proteksi risiko yang diterapkan pemerintah dalam 

menjaga aset museum? 

5 Apa saja jenis risiko yang diidentifikasi pada aset koleksi Museum? 

6 Apakah terdapat sistem keamanan khusus? 

7 Apa saja kendala dalam penerapan sistem proteksi dan perawatan aset 

koleksi museum? 

8 Apa saja alat atau bahan yang digunakan untuk membantu 

keberlangsungan koleksi museum ini? 

9 Apakah terdapat standar khusus dalam penyimpanan dan penataan 

koleksi? 

10 Fasilitas apa saja yang digunakan untuk mendukung perawatan 

museum? 

11 Berapa total anggaran tahunan yang dialokasikan khusus untuk 

pengelolaan koleksi Museum Tsunami Aceh 
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Lampiran 5 Dokumentasi wawancara 

 

 Gambar 1: Wawancara bersama Ibu Leni di Museum Tsunami Aceh 

 

 Gambar 2: Wawancara bersama Ibu Erni Mahdalena di Museum Aceh 
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